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dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu

(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

(QS. Al-Furgan ayat 54)
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Dari Abi Hurairah RA, ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam

kondisi fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang yahudi,

nasrani, atau majusi”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)
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b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
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VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati ditulis ai
(“S""" ditulis bainakum
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

g Al 93 ditulis Zawi al-furiid
YEWAIITY ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

» Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
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d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya
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ABSTRAK

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali
mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat. Hukum harus memberi
perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan
dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun
keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-V111/2010 terkait kedudukan hukum
bagi anak luar kawin. Perkara tersebut menjadi salah satu putusan yang
mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap Undang-Undang Perkawinan
khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari
hubungan di luar nikah terhadap ayah biologis. Pro-kontra mengenai Putusan
Mahkamah Konstitusi yang ada, putusan tersebut tetap harus dilaksanakan sebagai
pedoman hukum hakim-hakim, khusunya Hakim Pengadilan Agama. Tentunya
hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana
pendapat Hakim PA Semarang tentang Putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010
serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap penetapan asal-usul anak,
dengan tujuan untuk mengetahui pendapat Hakim serta implikasi dari Putusan
MK tersebut terhadap penetapan asal-usul anak.

Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian normatif
empiris. Penulis memaparkan masalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUUVIII/2010 dengan menggunakan pendapat Hakim PA Semarang, dan
menjadikan Hakim PA Semarang sebagai sumber dara primer. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi. Data
yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisis kemudian ditarik
kesimpulan dengan metode deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim PA Semarang menilai bahwa
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan yang tidak hanya
diberlakukan hakim sebagai pedoman tetapi semua elemen masyarakat karena
sifatnya mengikat. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terhadap putusan
MK adalah hal yang wajar terjadi karena mereka mempunyai alasan yang
dilandasi dengan argumen yang jelas. Anak luar kawin yang dimaksud oleh
putusan MK adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan anak zina (tanpa
perkawinan), karena melihat kasus yang melatarbelakangi adanya putusan MK
bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan. Kedua,
hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban
seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan, bukan untuk mendapatkan hak nasab,
waris dan perwalian dari ayah biologisnya. Implikasi putusan MK tersebut adalah
dapat berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila hanya berkaitan dengan
hak-hak keperdataan anak saja, tidak dalam pengesahan anak.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Putusan MK, Penetapan Asal-usul Anak.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi
khusus dalam kehidupannya, selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan
orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam
mempengaruhi kepribadian si anak dalam menuju masa dewasanya. Seorang
anak memiliki peranan penting khususnya dalam kehidupan rumah tangga,
karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang
bahagia, dan sejahtera juga untuk melestarikan keturunan.

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia berada
dalam kandungan, apabila si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal,
maka hak-haknya dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan
bahwa anak juga termasuk ke dalam subjek hukum, karena ia memiliki hak-
hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat hubungan biologis
yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status
dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu
perkawinan yang sah, di mata hukum akan melahirkan seorang anak yang
memiliki status dan kedudukan yang sah, sedangkan seorang anak yang lahir
dari perkawinan yang tidak sah, maka anak tersebut memiliki status dan
kedudukan sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).!

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan

' Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 4.



dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan
yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.”

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan
agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang
dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum
yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang
sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan
oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat
terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti
otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan
dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses
pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih
banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU
perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan
dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan
pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih
efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang asal-usul
anak dalam Pasal 42, 43 dan 44.% Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah
adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian, terlepas dari soal
prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat
perlindungan hukum. Apabila tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena
kelahirannya di luar kehendaknya.”

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali

mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah

? Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 51.
* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam ......., hal. 178.
* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam ,......, hal. 178.



masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang
adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan
perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata,
seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang
tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang
anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki
hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat
dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang
sama dengan UU Perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan
yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1), dimana seorang anak luar kawin
hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Timbul
persoalan dalam ilmu Figh menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap
orang tua bioligisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina
antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang
dilahirkan melalui perzinaan dan orang-orang yang lahir dari mani orang
tuanya, sebab anak tersebut secara syari’at tidak memiliki kaitan nasab yang
sah dengannya.®

Pada 17 Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan
putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VI11/2010 terkait kedudukan hukum bagi
anak luar kawin. Perkara tersebut menjadi salah satu putusan yang mempunyai
implikasi yang sangat besar terhadap Undang-Undang Perkawinan khususnya
yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di
luar nikah terhadap ayah biologis. Pemohon adalah Hj. Aisyah Mochtar alias

Machicha dan Muhammad Igbal Ramadhan.’

> Pasal 280 KUH Perdata.

® Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan ....., hal. 84.

7 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro Kontra
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Prenadamedia, 2013, hal. 192,



Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sementara setelah diuji materi
menjadi anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau
alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.® Putusan ini lantas mengundang
pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum,
akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Lahirnya putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata
dan hukum keluarga, banyak pro-kontra atas lahirnya putusan tersebut,
sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut dapat memberika
arahan yang lebih baik sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dimata
hukum dan masyarakat, sebagian yang lain berpendapat akan memunculkan
banyak kerumitan dalam persoalan baru menyangkut hukum waris yang
berlaku di Indonesia, bahkan sebagian aliran garis keras menyatakan bahwa
putusan tersebut telah melegislasi perzinaan.®

Pro-kontra mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada, putusan
tersebut tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim,
khusunya hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan
oleh Pengadilan Agama Semarang, Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat
hakim PA dalam memutus perkara, di samping sudah menjalankan aturan
undang-undang yang sudah ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi perlu mendapat perhatian dari segi
pandangan hakim. Sebagaimana Soerjono Soekanto memberikan patokan
dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah
hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.® Jadi adanya putusan

Mahkamah Konstitusi kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini

® Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010.

® Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan, ....., hal. 163.

10 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat,
Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 13.



tidak diakui negara akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul. Atas
dasar hal tersebut di atas, penulis akan menganalisis bagaimana PENDAPAT
HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR  46/PUU-VIII/2010 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL ASUL ANAK.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan
agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 tentang status
anak luar nikah?

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010 terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama

Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang
terhadap putusan Mahkamah Konstisuti Nomor 46/PUU-VII11/2010
tentang status anak luar nikah.

2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VII1/2010 terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan
Agama Semarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran
terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang pendapat
Hakim terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan

implikasinya terhadap penetapan asal-usul anak.



2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang
“perlindungan hukum” bagi anak di luar perkawinan. Dan untuk lebih
memahami tentang hukum perkawinan pasca lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.

3. Bagi Kalangan Akademis
Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil
penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan
datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian
sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian dalam rangka perbandingan yang penulis bahas
dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis
mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang
diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis
bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti
sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait
dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Canggih Ghulam Halim mahasiswa UIN Yogyakarta,
yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia”. Dalam skripsinya, Ahmad membedakan kedudukan anak luar
nikah menurut Putusan MK dan Fatwa MUI. Putusan MK memberikan
perlindungan bagi anak luar nikah atas hak keperdataannya dengan
ayahnya melalui pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan, sedangkan
Fatwa MUI memberikan perlindungan berupa fa’zir terhadap pezina

yang bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan



nasab anak dengah ayah biologisnya hal ini berdasarkan al-Quran dan al-
Sunnah.'

2. Skripsi Adi Guna Sakti mahasiswa UIN Jakarta, yang berjudul: “Hak
Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/Puu-Viii/2010 (Analisis putusan 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”. Dalam
skripsinya Adi menjelaskan bagaimana pertimbangan dan faktor yang
mempengaruhi putusan dan hak waris anak luar nikah pasca putusan MK
Nomor 46/Puu-Viii/2010, dalam putusan MK harus dipahami dengan
hukum Islam, tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.
Oleh karena itu, maka putusan MK tidak diartikan lagi tentang mendapat
waris. Karena seorang mendapatkan waris apabila adanya perkawinan
dan hubungan nasab. Hubungan keperdataan disini bukan berarti
hubungan nasab.*?

3. Skripsi Nunky Ardin Ardila mahasiswi UNNES, yang berjudul: “Bagian
Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”. Dalam skripsinya Nunky
menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap bagian waris
anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010. Anak luar kawin yang ada dalam penelitian ini merupakan
anak luar kawin yang ada di dalam suatu perkawinan yang belum atau
tidak dicatatkan dalam lembaga pencatat nikah atau nikah sirri. Oleh
karena itu, anak luar kawin yang berada dalam perkawinan sirri
merupakan anak yang sah dan kedudukan anak tersebut sama dengan

anak sah lainnya termasuk dalam hal saling mewarisi. Untuk bagian

" Ahmad Canggih Ghulam Halim, Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Skripsi mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2012).

? Adi Guna Sakti, Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Analisis putusan 0156/Pdt.P/2013/PA.JS), (Skripsi mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).



waris anak luar kawin dalam perkawinan sirri sama dengan bagian waris
dalam perkawinan yang sah.

4. Skripsi Alfian Qadri Azizi, yang berjudul: “Status Anak Di Luar Nikah
Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah”.
Dalam skripsinya Alfian menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum
serta istinbat hukum hakim dalam memberi putusan pengesahan anak di
luar nikah di Pengadilan Agama Sleman, permohonan pengesahan anak
tersebut dikabulkan dengan tujuan untuk memberikan kedudukan hukum
serta perlindungan anak dengan didasarkan pada pasal 53 KHI yang
menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan
dengan pria yang mengahamilinya.*

5. Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010” dalam SAWWA: Jurnal Studi
Gender-PSGA LP2M, UIN Walisongo Semarang. Hasil analisis penulis
menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010 hanya bersifat
in abstracto bukan in konkrito. Maksudnya adalah hasil Putusan MK
tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan
bersifat eksekutor tidak mengikat hakim dibawahnya karena belum
diamandemen, dan juga in converto mengikat kepada yang diputuskan
saja. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh MK untuk
memutuskan permasalahan tersebut adalah sudah tepat, jika hanya
mengesahkan hubungan perdata saja berdasarkan kemaslahatan anak
semata untuk kehidupan dunianya, tetapi jika dikaji lebih dalam akibat
adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah
biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan

MK diberlakukan secara general (umum), baik terhadap anak sebagai

“ Nunky Ardin Ardila, Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, (Skripsi mahasiswa Universitas Negeri
semarang, 2013).

" Alfian Qadri Azizi, Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar
Nikah, (Skripsi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah, 2011).



akibat perzinaan, kumpul kebo, atau sex bebas, atau sebagai akibat
perkawinan poligami di bawah tangan (tidak tercatat dalam KUA atau
KCS), memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut
hukum seperti hak anak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris antara
kedua belah adalah tidak atau kurang tepat.*®
6. Nasaiy Aziz dan Muskal Minal, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah:
Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK
Nomor 46/PUU-VI111/2010” dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Hasil analisis penulis
menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan
laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang
Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan
pertimbangan kemashlahatan dan perlindungan anak, sedangkan tinjauan
fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK vyaitu ada dua. Pertama,
menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang
sebelumnya MK menetapkannya. Kedua, MK menganggap deskriminasi
terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah
biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan
nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki pezina dan menisbatkannya
kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab,
bukan sebagai bentuk deskriminasi.*®
Hasil penelitian di atas diketahui bahwa permasalahan yang diteliti
menjelaskan berbagai sudut pandang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VI11/2010dan putusan pengadilan terhadap status anak di
luar nikah termasuk akibat hukum yang timbul. Sedangkan penelitian yang
akan penulis angkat secara spesifik yaitu PENDAPAT HAKIM

'> Rokhmadi, “Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU -VII1/2010” dalam SAWWA: Jurnal Studi Gender-PSGA LP2M, UIN Walisongo
Semarang, (Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015)

'® Nasaiy Aziz dan Muskal Minal, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa
MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VII1/2010” dalam Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. (Volume | No.
1. Januari-Juni 2017).
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PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  46/PUU-VIII/2010 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK, dengan
menganalisis pendapat hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang
tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 sebagai
pertimbangan dalam perkara penetapan asal usul anak. Dan penelitian ini
belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu,

penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

. Kerangka Teori

Putusan Mahkamah Konstitusi bila ditinjau dari teori hukum yang
dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang konstitusi, ada ketimpangan yang
terjadi antara norma dasar yaitu UUD 1945 dan UU Perkawinan khususnya
Pasal 43 ayat (1). Yaitu bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
sebagai norma di bawahnya UUD 1945, seharusnya tidak melanggar atau
sesuai dengan norma-norma dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28 huruf B
ayat 2, yaitu bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Konsep KUH Perdata, anak luar kawin kecuali anak yang dilahirkan
dari perzinaan atau pernodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang
menyusul bapak dan ibu mereka, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin
telah mengkauinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila

pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri,*’

sedangkan di
dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak
di luar perkawinan yaitu anak dari perkawinan yang tidak dicatat, dan anak
yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42
disebutkan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab

Y KUH Perdata, Pasal, 272 .
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Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak sah adalah anak
yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi anak yang dilahirkan
dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung
dengan hak-hak keperdataan melekat padanya, serta berhak untuk memakai
nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.'®

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena
dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan
ayahnya. Meskipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari
sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.'® Status
keperdataan seorang anak, sah atau tidak sah, akan memiliki hubungan
keperdataan dengan wanita yang melahirkannya.

Hubungan Keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila
anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan. Dipertegas dalam KUH Perdata, tiap-tiap anak yang
dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami
sebagai ayahnya,® dengan memperoleh si suami sebagai ayahnya, maka anak

akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu
pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif
dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah

sebagai berikut:

'® Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Putra
Grafika, 2008, hal. 1.

® Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana,
2006, hal. 276.

?° R. Subekti dan R. Tjitroudibo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya
Paramita, hal. 62.
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1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
normatif empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara
pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-
unsur empiris.?*

Penelitian ini mencoba memaparkan masalah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dengan menggunakan pendapat
Hakim Pengadilan Agama Semarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengelola dan
mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih
bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.?®

Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara
terhadap Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai Putusan
Mahkamah Konstisusi Nomor 46/PUU-VII11/2010 tentang status anak
luar nikah, kemudian pendapat tersebut dianalisis dengan memadukan
antara teori dengan praktek di lapangan untuk menjawab pokok-pokok
permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder yaitu
sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah

Hakim Pengadilan Agama Semarang.

b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

! Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 4 Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2001, hal. 9
? Nana Sudhana, Tuntunan Penelitian Karya llmiah: Makalah, Skrispi, Tesis, Disertasi,
Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999, hal. 77.
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peraturan perundang-undangan®. Data sekunder dapat dibagi

menjadi:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.?* Berupa undang-
undang atau peraturan perundang-undangan digunakan dalam
penelitian ini terdiri atas, KUH Perdata, Kompilasi Hukum
Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan juga dari hasil
wawancara.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti,
hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik
dokumentasi atau studi dokumen.

a. Metode wawancara adalah metode yang digunakan seseorang
untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara
lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung®, artinya
peneliti  berhadapan langsung dengan informan untuk
menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-
data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Jenis
wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu
wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang
telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan

data.?®

2 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Pranata Group, 2013, cet.3 hal. 136.

24 peter Mahmud Muzaki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group,
2010, hal. 35.

%> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2002, hal. 135.

*® Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012, hal. 40.
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Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis menyiapkan
sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim
Pengadilan Agama Semarang mengenai Putusan Mahkamah
Konstistusi Nomor 46/PUU-V111/2010 dan implikasinya terhadap
penetapan asal-usul anak. Penulis juga membawa alat bantu
seperti HP untuk merekam, buku tulis untuk mencatat hasil
wawancara. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban
langsung yang jujur dan benar dari informan.

b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa
sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau
dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi.?’

5. Analisis data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian
dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.?® Dalam penelitian ini
setelah data terkumpul, penyusun berusaha menganalisis pendapat Hakim
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI1I11/2010 dan
implikasinya terhadap penetapan asal-usul anak, dengan menggunakan

Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai landasan.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini,
sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika
pembahasan skripsi dapat ditulis sebagai berikut:
Bab | : Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian

dan sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab pendahuluan ini

*” Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ...., hal. 145.
® Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, 2014, hal. 222.
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sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab
selanjutnya.

Bab I1 : Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang
Anak dan Penetapan Asal-usul Anak. Kajian teori diletakkan pada
bab 11 sebagai landasan teori agar dalam pelaksanaan penelitian bisa
mendapatkan hasil.

Bab IlI: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang Pendapat Hakim
Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Impikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010 terhadap Penetapan Asal-usul
Anak, serta data-data yang terkait.

Bab IV: Analisis terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI1I1/2010
dan Impikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010 terhadap Penetapan Asal-usul Anak.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini
diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan
yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang
terkait.



BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENETAPAN ASAL-USUL

ANAK

A. Pengertian Umum Anak.

1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan.
Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.!
Dari segi lain kata “anak™ dipakai secara umum baik secara manusia
maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam
perkembangan lebih lanjut kata “anak™ bukan hanya untuk menunjukkan
keturunan dari pasangan manusia, tetapi dipakai untuk menunjukkan asal
tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh, anak Jawa, berarti anak tersebut
lahir dan berasal dari Aceh dan Jawa.?

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan menggunakan lafadz a5,
baik dibaca dengan fathah, kasrah, maupun dammah huruf wawunya
berarti bayi dilahirkan. Jamaknya adalah ¥ . Selain itu, anak juga
disebut dengan lafadz Jik dengan 7o’ yang dibaca kasrah.® Selain kedua
Istilah tersebut, Al-Qur’an juga memakai kata sabiyyun baik dalam bentuk
tunggal maupun jamak. Kedua istilah ini cenderung berarti anak dengan
usia yang masih kecil sebagaimana disebutkan dalam Q.S Maryam ayat
12:

v vﬂlwlzjsﬂ_,( EPN KV

! Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana,

2008, hal. 78.

¥ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab indonesia, Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997, hal. 856.
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Artinya: “Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-
sungguh dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih
kanak-kanak”.*

Anak secara biologis merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur
seorang perempuan yang disebut ovum dengan benih dari seorang laki-laki
yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zygot, lalu
tumbuh menjadi janin dan pada akkhirnya terlahir ke dunia sebagai
seorang manusia (bayi) yang utuh.® Secara umum anak adalah seseorang
yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan
persetubuhan pria dan wanita.®

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.’
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
menyebutkan bahwa anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri
dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara
utuh, serasi, selaras, dan seimbang.®

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan
tindak pidana perdagangan orang menyebutkan anak adalah seseorang
yang berusia 18tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPer “Seorang belum dikatakan dewasa

jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali orang tersebut

* Maryam ayat 12, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta: CV.
Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 306.

® Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 6.

® Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996,
hal. 112.

’ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

# Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
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telah menikah sebelum umur 21 tahun”.® Dalam Islam, anak adalah
manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut
dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai
dengan menstruasi.*® Dalam pandangan sosial, anak merupakan makhluk
yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi
perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan
keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku
yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan
bersama.'!

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah
seseorang masih kecil yang berusia belum mencapai 18 (delapan belas)
tahun yang lahir sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan
wanita, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Merupakan aset
penting bagi suatu kelangsungan hidup bangsa yang memiliki ciri khusus
sehingga diperlukan adanya bimbingan dari orang tua dalam

perkembangannya mulai dari ia kecil sampai dewasa.

Macam-Macam Anak Menurut Hukum

Seseorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan
mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan
sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis).** Seorang
anak yang dilahirkan ke dunia melalui proses kehamilan, kurang lebihnya
selama 9 bulan dalam kandungan. Kemudian anak (bayi) tersebut lahir ke
dunia. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai
terjadinya peristiwa kelahiran akan menentukan status dan kedudukan

anak dihadapan hukum, dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

’ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang

hal. 87.

10 Alli Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015,

1 Wwitanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 6.
12 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 6.
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a. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama
maupun hukum negara, maka status anak tersebut adalah anak yang
sah.

b. Jika proses yang dilalui tidak sah (ilegal), baik menurut hukum
agama maupun hukum negara, maka status anak tersebut adalah
anak tidak sah (anak luar kawin).™

Selanjutnya secara khusus, pengelompokan anak berdasarkan status
dan kedudukannya di hadapan hukum adalah:
a. Anak Sah
Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa
“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan sah”. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan
rukunnya terpenuhi. Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon
mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang
saksi lelaki, dan ijab kabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi,
maka perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya, atau beberapa rukun
dari kelima rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak
sah.* Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974
tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan”. KHI memuat
masalah pencatatan perkawinan pada Pasal 5 sebagai berikut:

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam,
setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954.%

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan
harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah.

3 Wwitanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 7.

% Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 107.

1> pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.™

Aturan-aturan di atas bertujuan untuk melindungi warga
negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum
terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.'” Meskipun pernikahan
siri dianggap sah menurut agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul,
wali nikah dan pengantin yang sudah cukup umur, namun perkawinan
tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya
pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari
perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan
anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan
hukum dengan ibu yang melahirkannya.’® Oleh karena itu, istilah
“harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI bertujuan untuk menjamin
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.™

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan didalamnya memberi
toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,
meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari
batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang
dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam perkawinan yang sah,
maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur
batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun
dalam penjelasnnya.® Dengan demikian seorang anak yang
dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan

adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar

18 pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta:
Rajawali Pers, 2016, hal. 126.

18 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, ....., hal. 126.

!9 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan, ....., hal. 219.

0 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal.
178.
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perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah
juga.?

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “anak yang
dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami
sebagai ayahnya”. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah
“anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Serta
hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut”. %

Anak sah menempati kedudukan paling tinggi di mata hukum
dibandingkan dengan macam-macam anak lainnya. Karena anak sah
menyandang  status  terhormat ditengah-tengah  masyarakat,
mendapatkan seluruh hak, baik dalam sudut pandang hukum negara
maupun hukum agama.”® Dan secara otomatis mempunyai hubungan
nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Adapun yang memiliki
kedudukan sebagai anak sah menurut hukum diantaranya:

1) Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut
PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud dengan anak
angkat adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan
terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua
kandungnya.?* Proses pengangkatan anak mengandung akibat

2L Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 145.

%2 pasal 250 KUH Perdata.

2% Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 39.

 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 49.
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hukum vyang besar, sehingga negara berkepentingan untuk
mengatur dan mengawasi proses pengangkatan anak agar tidak
melenceng dari tujuan sebenarnya, terlebih apabila pengangkatan
anak itu dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan.?
Berdasarkan Pasal 12 PP Pengangkatan Anak disebutkan bahwa
seorang anak yang akan diangkat harus memenuhi beberapa
persyaratan antara lain:?

a. Belum berusia 18 tahun.

b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.

c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak.

d. Memerlukan perlindungan khusus.

Selain memberikan syarat-syarat tertentu kepada anak yang
akan diangkat, negara juga memberikan syarat kepada calon orang
tua angkat yang melakukan pengangkatan anak sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 13 PP Pengangkatan Anak sebagai berikut:?’

1. Sehat jasmani dan rohani.

2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan paling

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Kkarena

melakukan tindak kejahatan.

Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.

Tidak merupakan pasangan sejenis.

7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki

satu orang anak.

Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua
atau wali anak.

10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perlindungan anak.

11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)
bulan sejak ijin pengasuhan diberikan.

13. Memperoleh ijin materi dan/atau kepala instansi sosial.

~ow

SR

©o

2 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 52.
?® pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
%" pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
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2) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa masuk kedalam sebuah
perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak tersebut
merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.?® Seorang anak tiri
memiliki kedudukan sama seperti halnya dengan anak sah, dan
memiliki hak waris tetapi hanya dari ayah atau ibu kandungnya.
Dalam dengan konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat
mewarisi harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum
Islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hal antara lain:
karena  hubungan  kekerabatan,  hubungan  perkawinan,
memerdekakan budak.? Oleh karena anak tiri tidak dapat mewarisi
dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri
hendak memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia bisa
melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat yang
jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang
dimilikinya atau jika melebihi jumlah tersebut, maka harus
disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.*

Kedudukan anak tiri dalam hukum keluarga tetap akan
terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya,
artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung
dengan anak kandungannya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan
anak tirinya, yakni memelihara dan membesarkan si anak seperti
anak kandungnya sendiri dan si anak wajib patuh dan hormat
terhadap orang tua tirinya. Bagi orang tua tiri tidak boleh

membeda-bedakan antara anak kandung dengan anak tirinya.*!

%8 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 54.

2 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 41.
% Witanto, Hukum Keluarga, ..., hal. 55.

31 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 55-56.
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b. Anak Tidak Sah
Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dengan proses
tidak sah (ilegal), baik menurut hukum agama maupun hukum
negara.*? Dan tidak mempunyai hubungan nasab terhadap ayahnya,
tetapi mempunyai nasab terhadap ibu dan keluarga ibunya. Adapun
yang memiliki kedudukan sebagai anak tidak sah menurut hukum
diantaranya:
1) Anak Zina

Perzinaan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan
suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan
dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan
orang lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata
yang menganut asas monogami sebagaimana tertera pada pasal 27
yaitu pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat
perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang
perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.*

Berbeda dengan sudut pandang hukum Islam, semua bentuk
hubungan suami isteri diluar perkawinan merupakan perbuatan
zina. Jadi setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah
disebut anak zina.®* Anak zina merupakan jenis anak luar kawin
dalam pengertian yang luas (anak tidak sah) dan merupakan
kelompok terendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok
anak yang lain. Anak zina yang akan dibahas disini adalah anak
zina menurut KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata bahwa anak
zina bersama-sama anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua
biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang
dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah maupun ibu

kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 867 KUP

%2 Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 7.
% pasal 27 KUH Perdata.
% Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ....., hal. 112.
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Perdata.®® Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100
menyebutkan bahwa, “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya”.®® Hal ini senada dengan UU Perkawinan yang
menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”.37
2) Anak Sumbang

Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari
penodaan darah, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara
keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik terikat
hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan
sepersususan.®

KUH Perdata menyebutkan perkawinan dilarang antara
mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam
garis ke atas dan maupun garis kebawah baik dalam perkawinan
yang sah atau yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis
kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak
sah.*® Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
menambahkan perkawinan dilarang karena hubungan periparan,
kecuali jika yang menyebabkan periparan itu telah meninggal dan
diberi ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan.*® Dan

perkawinan dilarang karena hubungan perpamanan/perbibian.*

% Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 40.

% pasal 100, Kompilasi Hukum Islam.

% pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
% Witanto, Hukum Keluarga,....., hal. 42.

% Pasal 30 KUH Perdata.

“0 pasal 31 ayat (1) KUH Perdata.

* Pasal 31 ayat (2) KUH Perdata.
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Sedangkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan jo. Pasal 70
huruf d Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang
untuk melakukan perkawinan antara lain:*

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah
atau keatas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan
ayah ibu tiri.

d) Berhubungan sesususan, yaitu orang Yyang Sama-sama
sesusuan atau orang tua sesususan dan bibi atau paman
sesususan.

Perbedaan antara konsep larangan perkawinan menurut
KUH Perdata dengan UU Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam
adalah terletak pada saudara sepersusuan, yang tidak ada dalam
konsep hukum barat. Saudara sepersususan adalah hubungan
persaudaraan yang terjadi antara seorang anak yang sama-sama
telah disusui oleh seorang perempuan atau seorang anak dengan
perempuan yang menyusuinya, maka diantara mereka terlarang
untuk melangsungkan perkawinan.*®

KUH Perdata menyebutkan anak sumbang memiliki
kedudukan yang sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat
diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273
KUH Perdata, bahwa anak sumbang berbeda dengan anak zina
dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, Undang-Undang
dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti
kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan
untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat
mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak

sah.* Pengecualian ini tidak diberikan untuk anak zina.*

*2 pasal 8 jo. Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
* Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 44.
* Pasal 273 KUH Perdata.
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3) Anak Luar kawin lainnya
a) Anak Mula 'nah
Anak mula 'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh

seorang wanita yang di/i’an*®

oleh suaminya, oleh karena
li’an itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya
menjadi anak tidak sah (mula 'nah) dan kedudukannya dimata
hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan
li’an tidak memeliki hubungan apa-apa. Anak mula 'nah
merupakan bentuk penyebutan secara khusus dalam hukum
Islam yang esensinya sama dengan anak zina dalam KUH
Perdata.*’
b) Anak Syubhat
Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu
hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan
atas dasar kekeliruan bukan karena disengaja atau rekayasa,
harus benar-benar terjadi karena kekeliruan. Seorang anak
syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah
kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya
mengakui si anak.”® Kedudukan tentang anak syubhat
sebenarnya masih dalam perdebatan karena beberapa ulama
tetap mengatakan sebagai anak sah, sebagaimana anak yang
lahir dari perkawinan yang sah,*® sedangkan ulama yang

lainnya menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar

** Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, ....., hal. 123.

* Li’an diambil dari kata /a'ana yang berarti kutukan. Li’an adalah sumpah suami yang
menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang
dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut. (Sayid Sabiq, Figh al-
Sunnah, Jilid 2, Kairo: al-Fath Lil I’lam al-*Araby, hal. 204-205)

*" Witanto, Hukum Keluarga, ....., hal. 46.

8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, ....., hal. 83.

* Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 262.
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kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya. Anak
syubhat dibagi digolongkan menjadi 2 (dua) antara lain:
I.  Anak syubhat karena syubhat perbuatannya

Anak syubhat ini lahir karena seorang laki-laki
telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya
bukanlah isterinya, misalnya dalam suatu rumah seorang
suami salah masuk ke dalam kamar yang dikira adalah
kamar isterinya, ternyata adalah kamar adik iparnya dan
adik iparnya menyangka bahwa laki-laki yang
menyutubuhinya adalah suaminya sehingga terjadilah
persetubuhan yang keliru. Apabila perbuatan itu terjadi
semata-mata memang kekeliruan dan tidak ada unsur
kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan
melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori syubhat
perbuatannya.

Il.  Anak syubhat karena syubhat hukumnya.

Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena
kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh
dilanggar misalnya seorang laki-laki menikah dengan
seorang perempuan, yang dikemudian hari ternyata baru
diketahui bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah adik
kandungnya atau saudara sepersusuan dengannya,
padahal berdasarkan hukum perkawinan semacam itu
dilarang. Apabila dalam perkawinan telah melahirkan
seorang anak, maka anak yang dilahirkan akan
menyandang status sebagai anak syubhat.*

Beberapa macam anak di atas dalam kategori anak tidak sah,

maka KHI menyebutkan dalam Pasal 100 bahwa anak yang lahir di

%0 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, ....., hal. 262.
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luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya

dan keluarga ibunya.>

3. Hak-Hak Anak
Secara umum terdapat beberapa hak dan kewajiban anak. Ali Imron
menjelaskan Hak anak diantaranya:?

a. Hak untuk hidup, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, air
bersih, tempat berteduh yang aman, dan serta berhak untuk memiliki
nama dan kebangsaan.

b. Hak untuk berkembang sesuai potensinya, berhak mendapat
pendidikan, istirahat dan rekreasi ikut serta dalam kegiatan
kebudayaan.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eskploitasi ekonomi dan
seks, diskriminasi, kekerasan bahkan penelantaran (termasuk cacat
fisik, maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu).

d. Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan sosial,
bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi
dan hak untuk didengar pendapatnya.

Adapun kewajibannya adalah:

a. Kewajiban terhadap diri sendiri: menjaga kebersihan, kesehatan,
menuntut ilmu dan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan
asocial.

b. Kewajiban anak terhadap orang tua: menjaga kesopanan, menyayangi
orang tua, membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua
atau keluarga.

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan beberapa hak-hak anak yang harus
dipenuhi orang tuanya yaitu nasab, radha’, hadhaanah, perwalian dan
nafkah. Kelima hak ini sangat penting bagi kehidupan anak. Nasab sangat
penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang. Radha’ dan
hadhaanah juga sangat penting untuk menjaga dan memelihara anak pada
saat masih lemah dan bayi. Adapun perwalian anak juga sangat penting
karena berkaitan dengan jiwa, harta dan pendidikan anak sebelum

mencapai usia baligh.>

>! pasal 100, Kompilasi Hukum Islam.

52 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islalm, ....., hal. 87.

> Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak Anak, Wakaf dan
Warisan), Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 25.
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a) Nasab
Nasab adalah pertalian darah (keturunan). Dan salah satu
fondasi kuat dalam mengikat antar anggota keluarga yang tidak
mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah
berikan kepada manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-
Furgaan ayat 54:
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Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu
Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.>*

Syariat melarang menisbatkan anak pada selain ayahnya
sendiri. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,
; d)s.\ es“y\_.xc el UJ.A el Sia JB 2 ) o) s (e
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Artinya: Dari Sa’ad ra. katanya: Saya mendengar Nabi saw.
Bersabda: “Barangsiapa yang mengaku kepada selain
ayahnya padahal ia tahu bahwa dia tidaklah ayahnya,
maka surga haram baginya”. Saya menuturkannya
kepada Abi Bakrah selanjutnya ia berkata: “Saya
mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku
mengantonginnya dari Rasulullah saw. (HR. Ahmad,
Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lbnu Majjah) ”.>®

Sebab-sebab penentuan nasab ditinjau dari dua garis:

1) Sebab penentuan nasab seorang anak kepada ibunya adalah
dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil
dari pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, perzinaan, atau
wathi’ Syubhat.56

* Furgan ayat 54. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, .....hal. 364.

% Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari Juz V111,
Penerj. Ahmad Sunarto, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hal. 611-612.

°® Badran Abu al-‘Ainain Badran, Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari’ati Allslamiyyah Wa Al-
Qanun, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami’ah,tt, hal. 7.
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2) Penentuan nasab anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga
hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan
melalui hubungan senggama karena adanya syubhat.>’

Ulama figh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan
yang sah, maka nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita
yang melahirkan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sabda

Rasulullah saw.
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Artinya: “Dari Aisyah ra. Bahwsanya ia berkata: “Sa’ad bin Abi
Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam’ah tentang
seorang anak lelaki lalu ia berkata: “Ini wahai Rasulullah
adalah anak lelakinya saudaraku laki-laki Utbah bin Abi
Wagqqash dia berjanji kepadaku bahwa ia adalah anaknya,
lihat pada kemiripannya”. Abd bin Zam’ah berkata: “Ini
adalah saudara lelaki saya, wahai Rasulullah, ia
dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari ibunya’.
Rasulullah lalu melihat pada kemiripannya, beliau
melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Beliau lantas
bersabda: “la adalah milikmu hai Abd, anak adalah yang
dihasilkan oleh tempat tidur, sedangkan bagi orang yang
zina tidak mendapatkan (anak). Dan berhijablah kamu
darinya hai Saudah binti Zam’ah”. Aisyah berkata:
“Maka ia tidak melihat Saudah sama sekali”. (HR
Jama’ah kecuali at-Tirmidzi).>®

Penentuan nasab melalui pernikahan yang sah tersebut harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1) Suami tersebut merupakan orang yang mampu menghamili
istri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suami

5" Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2015, hal.
61.

% Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari , .....,
hal. 610-611.
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tersebut sudah baligh menurut kesepakatan ulama Malikiyah,
Syafi’iyah, Hanabilah dan Hanafiyah.*

2) Kelahiran anak tersebut terjadi setelah enam bulan dari waktu
pernikahan menurut ulama Hanafiyah®

3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.®*

Pernikahan fasid diartikan sebagai pernikahan yang
dilaksanakan tidak memenuhi syarat ataupun rukun nikah yang
berlaku dalam agama islam. Sedangkan penentuan nasab dari
pernikahan yang fasid, ulama menetapkan tiga syarat, yaitu:

1) Suami adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk
menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan
tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya
tidak hamil.

2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh
pasangan yang bersangkutan.

3) Anak tersebut dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah
akad nikah fasid. Apabila anak tersebut dilahirkan sebelum
enam bulan dari hari akad maka anak tersebut tidak dapat
dinasabkan kepada suami wanita tersebut.®?

Perpisahan dalam pernikahan fasid apabila terjadi baik
dengan saling meninggalkan maupun dipisahkan oleh hakim setelah
terjadi dukhul atau khalwat. Menurut Malikiyah, lantas pihak wanita
melahirkan anak sebelum lewat batas maksimal masa kehamilan dari
hari perpisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada pihak laki-laki.
Namun, apabila sudah lewat batas maksimal masa kehamilan nasab
anak tidak diikutkan. Adapun batas maksimal masa kehamilan

sebagaimana telah dijelaskan adalah 4 tahun menurut Syafiiyah, dan

%9 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ..., hal. 1305.

% Ahmad Husni, Al-Ahkam Al-Syar’iyyah Fi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah ‘Ala Madzhab Al-
Imam Al-A’dham Abi Hanifah Al-Nu’'man, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shabih Wa
Auladuhu, 1965, hal. 52.

®1 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 33.

%2 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 36.
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Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyah, dua tahun menurut
Hanafiyah sebagaimana dikutip menurut Wahbah Zuhaili.®

Wathi’ syubhat adalah hubungan badan yang terjadi bukan
dalam pernikahan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perzinaan.
Wathi’ syubhat terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan.
Misalnya seorang pria menggauli wanita yang dikira sebagai
istrinya, namun ternyata bukan. Dalam hal ini, apabila wanita
tersebut melahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih dari
waktu senggama maka anak tersebut dinasabkan kepada lelaki yang
menyetubuhinya. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir sebelum
enam bulan atau lebih dari batas maksimal kehamilan maka anak

tersebut tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya.®*

Radha’

Para fugaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib
bagi seorang ibu, karena hal itu nantinya akan ditanyakan di hadapan
Allah.®> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Bagarah
ayat 233:
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% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 36.
® Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ....., hal. 1306.
% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 83.
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”.%

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib
menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau
dalam masa ‘iddah dari cerai raj’i dan jika ia menolak untuk
menyusui tanpa udzur maka hakim berhak memaksanya untuk
menyusui bayinya. Sedangkan istri yang sudah dicerai ba’in tidak
wajib menyusui bayinya. Apabila ia menyusui bayinya maka ia
berhak meminta upah kepada ayah bayi.®” Hal tersebut berdasarkan
firman Allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaqg ayat 6:
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

% Al-Bagarah ayat 233. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, ....., hal. 37.
% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 44.
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nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu
menemui  kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”.®®

¢) Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata al-hadhnu yang artinya samping
atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara’ hadhanah artinya
pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya.
Atau, bisa diartikan untuk memelihara atau menjaga orang yang
tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz
seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini
mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan,
memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.®®

Definisi hadlanah menurut ahli figh adalah aktifitas merawat
anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak
belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri,
melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu
yang menyakiti dan menimbulkan madlarat baginya, memberikan
pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emotional dan akalnya
sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan
dan memikul tanggung jawabnya. Hukum mengasuh anak yang
masih adalah wajib. Sebab dengan membiarkan mereka tanpa adanya
yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya. "

Para ahli figh menyebutkan bahwa mengasuh anak merupakan
kewajiban seorang ibu. Yang dimaksud dengan mengasuh adalah
mendidik, memelihara, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan

kebersihan anak tersebut. Alasan didahulukannya ibu dalam

%8 Ath-Thalaq ayat 6. Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjema, ....., hal. 559.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 25.

0 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Penerj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala
Publising, 2009, hal. 138.
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mengasuh adalah karena ibu lebih bijak, lebih mampu dan lebih
sabar daripada kaum laki-laki. Seorang ibu juga lebih banyak
memiliki waktu luang daripada ayah sehingga pengasuhan lebih
didahulukan kepada ibu untuk menjaga kemashlahatan anak.”
Apabila ibu tidak mampu merawat, maka yang berkewajiban
merawat anak adalah neneknya. Karena dia juga memiliki hak untuk
merawat dan mengasuh cucunya.

Suami istri apabila terjadi perceraian sedangkan mereka
mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak
adalah ibu daripada ayahnya selama tidak ada sesuatu hal yang
mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya atau karena
sudah menentukan pilihan apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya.
Sebagaimana hadits Rasulullah saw.

'ﬂ\d‘}u‘)b) Q_\nﬂa\)ao\u\ L.a@_cm\@ajjfsu.awmuc
u\j ;\Pcdt;);;j ;Luédwmj gl.cjédu_\kuuls AYY Lr\.1\ u\
LA‘\.\@;\A_U\%?M\JJMJL@J\AS‘;M@ """ S Al L;\sika\_t\

((.\Sl&j\‘\i&a} J}\J).\\} JAA‘O‘}J) (@S.\.\ej

Artinya: “Dari Abdullah lIbnu Amar bahwa ada seorang perempuan
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini
perutkulah  yang mengandungnya, susuku yang
memberinya minum, dan pangkuanku yang
melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku

ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu

‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih

berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (HR.

Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).”

Seorang ibu yang mengasuh anak kecilnya disyaratkan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam

mengasuh anak. Apabila salah satu syarat tudak dapat dipenuhi,

! sayid Sabiq, Figih Sunnah, Penerj M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun,
Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 137-139.

"2 1bnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Kitab Talkhishul Habir, Penerj. Mamduh, T. Syarif,
H. Lukman, H. Ibnu Said, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hal. 640.
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maka seorang ibu asuh tidak dibenarkan meminta haknya untuk
mengasuh dan merawat anak. Adapun syarat-syaratnya adalah: "

1) Berakal sehat.

2) Dewasa.

3) Memiliki kemampuan untuk mendidik.
4) Amanah dan bermoral.

5) Beragama Islam.”

6) Belum menikah.”

7) Merdeka.

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hadhaanah dalam
Pasal 105 dan Pasal 156:

Pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian:’®

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya;

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada
anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai
pemegang hak pemeliharaannya;

3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:’’

1) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah
dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis
lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

2) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari
ibu;wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping
dari ayah.

7 Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, ....., hal. 144-148..

™ Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama
Islam sebab pengasuhan terkait erat dengan masalah perwalian sementara Allah tidak
membenarkan orang Mukmin berada di bawah perwalian orang kafir. Lihat “ Sayyid Sabiq, Figh
Sunnah, ....., hal. 141”.

7> Wanita yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh digugurkan, tetapi
apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang masih memiliki pertalian keluarga dengan
anak kecil tersebut, seperti paman dari pihak ayahnya, maka hak asuh tidak digugurkan. Lihat
“Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, ....., hal. 141”.

"® pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

" Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.
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Perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan
orang yang kurang dalam masalah kepribadian dan harta. Yang
dimaksud anak yang belum mumayiz, maupun anak yang mumayiz.
Perwalian terbagi menjadi dua, yaitu perwalian atas jiwa dan
perwalian atas harta. Perwalian atas jiwa adalah mengatur urusan
orang yang kurang ahliyatul ada’, baik menjaga, merawat, mendidik,
menikahkan dan lain-lain. Sedangkan perwalian atas harta adalah
mengatur perputaran harta benda seseorang yang kurang ahliyatul
ada’nya, baik dalam masalah perdagangan, sewa, gadai dan lain-
lain.”

Menurut Ulama Hanafiyah, urutan wali atas diri seseorang
adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Sedangkan
menurut Ulama Malikiyah adalah anak, bapak, orang yang diwasiati,
saudara laki-laki, kakek dan paman. Kewenangan wali atas diri
seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan,
mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan dan mengurus
pernikahannya. Seseorang yang menjadi wali atas diri orang lain
harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu baligh, berakah, mampu
mendidik anak, amanah atas akhlak anak, Islam untuk anak Muslim
dan Muslimah.”

Ulama Hanafiyah berpendapat, perwalian atas diri seseorang
habis ketika anak telah mencapai usia lima belas tahun serta anak
mampu mengurus dirinya sendiri. Sedangkan untuk anak perempuan
masa perwalian habis setelah ia menikah, karena setelah menikah
haknya menjadi tanggung jawab suaminya. Ulama Malikiyah
berpendapat bahwa masa perwalian habis ketika sebab perwalian

sudah hilang, yakni usia anak-anak, gila, idiot dan sakit. Sedangkan

'8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 82.
® Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 83.
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bagi perempuan, masa perwalian tidak habis kecuali setelah
melakukan hubungan badan dengan suaminya.®

Perwalian atas harta benda seorang anak sebagaimana dikutip
olen Wahbah Zuhaili, Ulama Hanafiyyah berpendapat adalah
menjadi tanggung jawab ayah. Apabila ayah meninggal dunia, maka
perwalian atas harta dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat,
kemudian kakek, orang yang diberi wasiat oleh kakek, hakim
pengadilan dan orang yang diberi wasiat oleh kakek. Sedangkan
menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah perwalian atas
seorang anak yang ayahnya wafat diserahkan kepada orang diberi
wasiat untuk mengurusnya. Jika tidak ada maka perwalian
diserahkan kepada hakim. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa
perwalian setelah ayah diserahkan kepada kakek, orang yang diberi
wasiat, kemudian hakim. Perwalian atas harta tersebut terus berlanjut
hingga anak mencapai usia dewasa.®*

Eksistensi wali dalam perkawinan sesuai ketentuan dalam
Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam®*:

1) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya.

2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya
menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali
nasab dan wali hakim.®® Ketentuan tersebut di atas, menurut penulis
dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah
ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya,
yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

sesuai Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain anak

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 83-84.
8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 83-84.
% pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

8 pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
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perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang
laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya
hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang
tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah
disebabkan adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir
dalam ikatan perkawinanya. Dengan demikian kelahiran anak selain
yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan
nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi
seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak
perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali
hakim.

e) Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan
dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Adapun
naftkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang
dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah itu ada dua
macam; >

1) Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya
sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan
daripada nafkah untuk orang lain.

2) Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-
sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab
nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan.

Nafkah anak hukumnya wajib. Pemberian nafkah diwajibkan
karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.®
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Bagarah ayat 233:

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ...., hal. 94-95.
8 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Penerj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2008, hal. 446.
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.
dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”.2

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi
nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma’ruf. Seseorang tidak
dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang
ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli
warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena
adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi

nafkah.®’

8 Al-Bagarah ayat 233, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, hal. 37.
8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 164.



42

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas
ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu
dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah
anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu
tidak wajib diberi nafkah.®® Adapun kewajiban ayah memberi nafkah
kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja.
Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak
atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan.

2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.®°

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan anak
dalam pandangan hukum positif adalah anak sah dan anak tidak sah.
Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dengan proses sah (legal), baik
menurut hukum agama maupun hukum negara. Sedangkan anak
tidak sah adalah anak yang dilahirkan dengan proses tidak sah
(ilegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Kedua
kedudukan anak tersebut dapat berimplikasi pada hak-hak anak,

seperti nasab, Radha, Hadlanah, Perwalian, dan Nafkah.

B. Penetapan Asal-usul Anak

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti
yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui
hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada hakikatnya
setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya
harus manjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain
untuk permasalahan ini.*°

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukan adanya hubungan
kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam

figih sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak /i’an

8 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 136-137.

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 137.

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, hal. 276.
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hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dansaudara ibunya,
penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan
merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian
dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunanya,
sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk
menempuh kehidupan dalam masyarakat.”*

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya
disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan
asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.*

Masalah asal usul anak di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan
hukum yang berbeda-beda. Hal ini dapat di mengerti, karena pluralitas
bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan
hukum yang berlaku pun bervariasi. Hingga buku ini di tulis, setidaknya ada
dua hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat
dalam KUH Perdata atau BW (Burgelijk Wetbook). Dan hukum Islam
termuat Kitab-Kitab figih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masing-
masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga mempunyai
perbedaan.®®

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, menyebutkan bahwa
penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela
dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah
pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa
seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari
seorang ibunya benar dari anak hasil hubungan biologis mereka dan

hubungan dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan

% Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengankatan Anak perspektif Islam,
Jakarta: Pena Media, 2008, hal. 175.

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 276.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, ....., hal. 220.
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zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan
yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul
seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 Ayat (2) KUHPerdata.*

Pasal 281 KUHPerdata menyebutkan ada tiga cara untuk mengakui
anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan,
(2) di dalam akta perkawinan, dan (3) di dalam akta autentik. Dalam praktek
hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah
yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan.
Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan waktu
melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksakan cara
melakukan perkawinan sah antara wanita yang hamil dengan pria yang
membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Selanjutnya, cara
yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta otentik berupa
akta notaris, yang ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan
Sipil.®

Pembuktian asal-usul anak menurut Undang-Undang Perkawinan dalam
Pasal 55 dan Kompilasi menjelaskannya dalam Pasal 103 isinya sama:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran
atau alat bukti lainnya.

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1)
tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan
tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang
teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar yang ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.®

Pasal 55 ayat (2) tersebut apabila dicermati secara mendalam,
terkandung makna bahwa dalam memeriksa perkara permohonan asal usul
anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan apakah anak

yang dimohonkan asal-usulnya itu benar-benar anak yang lahir dari hasil

% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, ....., hal. 99.
% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum, ....., hal. 99-100.
% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 187.
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perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mengaku sebagai ayah ibu
dari anak tersebut atau sekedar anak yang diakui oleh laki-laki dan
perempuan yang mengaku sebagai ayah ibunya.

Hukum Islam mengatur asal-usul anak diketahui dengan adanya ikatan
perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang
lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal,
meskipun bersifat administratif, asal-usul anak, dengan akta kelahiran atau
surat kelahiran. Penentuan tersebut didasarkan atas maslahat mursalah, yaitu
merealisasikan kemaslahatan bagi anak dalam menghadapi permasalahan
yang akan timbul dan dapat melakukan upaya hukum.?’

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama pada tanggal 29 Desember 1989 memberi kewenangan tentang
penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan
Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam
berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan
Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi
Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang
memerlukannya.”

Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara volunteer. Oleh
karena itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara volunteer yang
lain dengan produk penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul
anak dapat menjadi perkara contentious jika ada pihak-pihak yang dijadikan
tergugat dalam perkara tersebut. Jika perkara penetapan asal usul anak
diajukan dengan cara contentious, maka pemeriksaannya dilaksanakan
dengan cara pembuktian yang lengkap, tidak lagi dengan cara pemeriksaan
yang lazim berlaku dalam perkara volunteer atau prosedur penetapan asal
usul anak dengan pengakuan. Dalam pemeriksaan perkara penetapan perkara
volunteer yang lain. Dalam pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak

yang harus dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 187.

|*°http://konsorsiumhukum.blogspot.co.id/2014/11/penyelesaian-perkara-
[permohonan.html|diakses pada Hari Senin, 19 Maret 2018, Pukul 11:05 WIB.
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telah diuraikan di atas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apabila syarat-
syarat telah ditetapkan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka sah
pengakuan tersebut. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan
tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak
yang diajukan itu ditolak.”

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penetapan asal-
usul anak harus benar-benar memperhatikan kondisi riil di lapangan bahwa
anak tersebut lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang
diketahui adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan
minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan dan
pembuktian secara formal, meskipun bersifat administratif, dengan akta

kelahiran atau surat kelahiran.

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di L ingkungan Peradilan Agama,
Jakarta : Kencana, 2008, hal. 97.
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PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VI111/2010 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK.
A. Profil Pengadilan
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan
Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia
bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula
dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya
agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena
pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata
cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam
peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga
Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim
sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai
Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan
Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.*

Perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum
mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti
nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan
dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai
kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan
memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi
ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi
lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang
dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi

kewenangan Peradilan Agama.

' Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama  Semarang.

[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:43 WIB.
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Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan
bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama
Semarang, karena arsip —arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali
Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah
banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah
yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan
Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidak-
tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan
sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron,
seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau
pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828
Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan
huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan
keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang
yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama.
Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh
sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan
penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang
maka dapat disusun urutan/periodesasi Ketua-ketua yang pernah menduduki
sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:*

1) KH. Muhammad Sowam, periode 1960 s/d 1965

2) KH. R. Abdul Rachim, periode 1965 s/d ...

3) KH. Ahmad Makmuri, periode ... s/d 1975

4) 'Ymt. Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976

5) Drs. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1976 s/d 1983

6) Drs. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
7) Drs. H. Imron, periode 1988 s/d 1991

8) Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., periode 1991 s/d 1996
9) Drs. H. Yahya Arul, S.H., periode 1996 s/d 2002

’  Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang.
[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:50 WIB.
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10) Drs. H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004

11) Drs. Ibrahim Salim, S.H., perioder 2004 s/d 2007

12) Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008
13) Drs.H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010
14) Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013

15) Suhaimi H M, S.H., M.H periode 2013 s/d sekarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di
Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman
yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang
sekarang diatasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota
Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian
menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid.
Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak
Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan
Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas + 4000 M2 yang terletak di
Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama
Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan
Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan
penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut
Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang
masih ditempati.*

2. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
menyebutkan kewenangan dalam peradilan agama terbagi menjadi dua yaitu

Kewenangan Mutlak dan Kewenangan Relatif.
Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi) yaitu kewenangan yang
menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara

tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili olen Pengadilan Agama. Dalam

* Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama  Semarang.

[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:43 WIB.
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istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Yang menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama Semarang adalah: Menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang
beragama Islam dalam bidang:

Perkawinan

Waris

Wasiat

Hibah

Wakaf

Zakat

Infaq Shadagah
Ekonomi Syari’ah.”

S@ e a0 o

Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan
mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum
(yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.
Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang
mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat
(1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain
kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan
yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan
istilah “Actor Sequitur Forum Rei”. Yang menjadi kewenangan relatif
Pengadilan Agama Semarang adalah:

Kecamatan Semarang Barat
Kecamatan Semarang Selatan
Kecamatan Semarang Utara
Kecamatan Semarang Tengah
Kecamatan Semarang Timur
Kecamatan Pedurungan
Kecamatan Banyumanik
Kecamatan Mijen

Kecamatan Ngaliyan
Kecamatan Gayamsari
Kecamatan Tembalang

AT SQ@ oo oo o

> Sulaikin lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta:
Kencana, 2008, hal. 110.
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Kecamatan Gajahmungkur
. Kecamatan Genuk
Kecamatan Gunungpati
Kecamatan Tugu
Kecamatan Candisari.®

T oS3~

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang
a. Kedudukan Pengadilan Agama
UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. UU Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2
menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.’
Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan: “Kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan
Agama, Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan
Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama
yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara — perkara di tingkat pertama antara orang —orang yang beragama

® Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang.
[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:50 WIB.
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islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam serta waqgaf, zakat, infaq dan shadagah serta
ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50
Tahun 2009:
c. Fungsi Pengadilan Agama®
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi
Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan
Eksekusi;

2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding,
Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan
lainnya;

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama;

4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang
yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk
pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7) Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan
hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /
penelitian dan sebagainya.’

Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut Program Kerja

Meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu:

1) Bidang Tekhnis Yustisial;

® Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang.
[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:55 WIB.
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2) Bidang Administrasi Yustisial;
3) Bidang Administrasi Kesekretariatan.'
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang
a. Visi
Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung
b. Misi

1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan
sewajarnya serta mengayomi masyarakat;

2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas
dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan
pengelolaan keuangan;

4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan
terhadap jalannya peradilan.*

B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010
Perubahan atas ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 oleh
rumusan baru dalam Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010, telah
mengakibatkan berbagai komentar, pandangan dan pendapat. Dalam
penelitian ini yang dimaksudkan adalah pandapat, pandangan, dan komentar
para hakim Pengadilan Agama yang akan menerapkan dan
menginterpretasikan ketentuan tersebut sebagai bagian dari sumber hukum
atas putusan-putusan perkara keabsahan perkawinan serta akibat hukumnya
terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan hak-hak keperdataannya,
maupun perkara keabsahan anak berkaitan dengan asal-usul dan hak-hak
keperdataannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini penulis
sampaikan pendapat sebagian hakim di PA Semarang mengenai putusan MK
Nomor 46/PUUV111/2010.

% Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang.
[semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang| diakses pada Hari Kamis, 25
Januari 2018, pukul 21:51 WIB.
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Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di
Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review
(uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh
Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk
ditinjau kembali. Pada asasnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan
apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal.*? Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 tentang permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar
Ibrahim dan Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yang cukup besar dalam
penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia.
Putusan tersebut mempengaruhi beberapa aturan materil yang selama ini
dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan,
baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, sesungguhnya
ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat poligami di bawah
tangan. Apabila dirunut dari peristiwa yang melatarbelakangi, putusan MK
Nomor 46 /PUU-VIII/2010 yang dibacakan tanggal 17 Pebruari 2012,
merupakan jawaban permohonan uji materi yang diajukan Machica Mukhtar
yang dipoligami secara sirri oleh Murdiono dikarenakan tidak mendapatkan
izin dari istri sahnya. Poligami sirri adalah sebuah terminologi untuk
menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut

Hukum Islam, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai

2 Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018, di PA Semarang.
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Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal
2 UU No 1 tahun 1974).7

Putusan MK pada intinya membahas hubungan keperdataan, hubungan
perdata sifatnya timbul adanya hak dan kewajiban. Berbeda dengan hubungan
nasab.'* Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 memang tampak memberi
jaminan bagi perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan,
karena dengan perubahan redaksi tersebut, anak lahir di luar perkawinan
diakui mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
Hal ini menggambarkan bahwa hak-hak perdata anak lahir di luar perkawinan
telah mendapatkan payung hukum untuk memperoleh perlindungan hukum
dari ayah biologisnya serta keluarga dari ayah biologisnya.’> Namun
pemberlakuan rumusan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dalam
putusan MK tersebut masih sulit, disebabkan bunyi redaksi “anak yang lahir
di luar perkawinan” sangat umum pengertiannya sehingga kesulitan apabila
diterapkan pada kasus yang konkrit.*®

Menurut Pak Mashudi, pengertian anak yang lahir di luar perkawinan
bersifat interpretatif, karena di masyarakat kita, paling tidak ada 3 (tiga)
macam kategori anak tersebut, yaitu anak yang lahir dari perkawinan sirri,
anak yang lahir dari perselingkuhan, anak yang lahir dari hidup bersama
tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Guna memperoleh hak-hak
keperdataannya ke pengadilan, ketiga macam anak di luar perkawinan
tersebut, teknis pengajuan perkaranya berbeda. Putusan MK tersebut apabila

ditujukan untuk anak hasil perkawinan sirri, maka memperkuat konstruksi

©® Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018 di PA Semarang.

 Asy’ari , Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang

15 Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

% Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari, Wawancara
Hakim PA Seamarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018, di PA Semarang
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hukum yang telah ada, sejauh menyangkut hubungan antara ayat 1 dan ayat
dalam pasal 2 UU Perkawinan.’

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terhadap putusan MK
Nomor 46/PUU-VI11/2010 tentang status anak di luar perkawinan adalah hal
yang wajar terjadi karena pada umumnya setiap ada putusan pasti ada pihak
yang setuju dan tidak. Perkara tersebut sah-sah saja dan harus dihargai karena
mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen yang jelas. Hal
tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Hakim PA Semarang.

Menurut Hakim PA Semarang putusan tersebut apabila hanya
menyangkut masalah perdata anak, maka setuju-setuju saja. Karena untuk
melindungi hak-hak anak demi kesejahteraan hidup anak. Apabila putusan
tersebut dijadikan alat untuk mendapatkan hak wali, nasab dan waris, maka
hal tersebut yang tidak disetujui. Karena pada dasarnya menurut Hukum
Islam anak di luar nikah (anak zina) selamanya tidak akan mendapatkan
nasab, wali dan waris dari ayah biologisnya.*®

Pak Hafizal menambahkan pendapatnya tidak setuju karena
mengkhawatirkan bahwa putusan itu merupakan afirmasi dan legislasi bagi
perkawinan sirri, kumpul kebo (semen laven), dan perzinaan. Dalam
pertimbangan hukumnya, MK memberi pesan moral kepada kaum lelaki
untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan
karena ada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.®

Pak Asy’ari juga menambahkan pendapatnya kurang setuju, dengan
alasan untuk berhati-hati dalam masalah menjaga nasab. Karena nasab adalah
karunia yang diberikan oleh Allah dan harus benar-benar dijaga
kemurniannya. Selain itu juga untuk menjaga keabsahan pernikahan menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif. Karena pernikahan harus dilakukan secara
sah menurut agama dan negara. Jadi tidak ada celah untuk seseorang untuk

Y Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Seamarang, 12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018, di PA Semarang.

'® Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.

¥ Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20 Februari 2018, di PA Semarang.
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mudah melakukan nikah sirri, perbuatan zina, dan kumpul kebo. Lebih satuju
dengan Fatwa MUI tentang status anak diluar nikah, yang mana bagi pelaku
dikenai hukuman yaitu membiayai biaya hidup anaknya. Dan selamanya anak
tersebut tidak mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah
biologisnya.?

Beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan pertama, bahwa
anak luar kawin yang dimaksud oleh putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010
adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan anak zina (tanpa
perkawinan). Karena melihat kasus yang melatarbelakangi adanya putusan
MK bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan.
Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas pemenuhan hak dan
kewajiban saja, semata hanya untuk melindungi hak-hak anak. Seperti
nafkah, biaya hidup, pendidikan. Bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris
dan perwalian dari ayah biologisnya.

. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010
terhadap Penetapan Asal-Usul Anak.

Menurut Pak Mashudi, Pengadilan Agama sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi rakyat yang beragama
Islam, tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini
sudah menjadi asas dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan.
Karena pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang yang beragama
Islam, maka dalam memeriksa dan memutuskankan perkara harus
berdasarkan hukum materiil Islam. Dalam menentukan pengesahan
perkawinan bagi para pihak yang melakukan nikah sirri, maka pengadilan
agama tetap berpegang pada ketentuan bahwa perkawinan harus memenuhi
syarat dan rukun dalam ketentuan hukum perkawinan Islam. Karena menurut
Pak Mashudi perkawinan sirri ada dua kategori. Pertama, perkawinan sirri
yang benar-benar sah dan tidak cacat dengan melihat bukti (syarat dan rukun

menurut Hukum Islam), namun tidak dicacatkan karena alasan yang

2% Asy’ari , Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang.



58

mendasar. Seperti faktor ekonomi dsb. Kedua, perkawinan sirri yang liar
yaitu perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut Hukum Islam,
namun ada beberapa hal yang membuat perkawinan tersebut menjadi cacat.
Seperti dalam prosedur poligami, perkawinan bisa terjadi apabila ada izin dari
istri pertama. Apabila tidak ada izin, maka perkawinan tersebut sah namun
cacat, biasanya disebut dengan poligami liar.”*

Suatu pernikahan sirri apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam
dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan, dan pengadilan agama
menetapkan bahwa pernikahan sirri yang telah dilakukan adalah sah menurut
hukum agama Islam, maka pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat
hukum dari adanya pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga
berpengaruh terhadap keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut.
Maka anak yang lahir dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara
hukum agama dan hukum negara. Selain pengesahan perkawinan/itsbat
nikah, maka perlindungan terhadap status anak sah atau tidak, dapat
dilakukan dengan mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak.

Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran (Pasal 55
UU Perkawinan, Pasal 103 KHI). Apabila tidak ada akta kelahiran, maka
dapat dimintakan ketatapan hukum kepada Pengadilan Agama. Pengadilan
agama memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti
saksi, tes DNA, pengakuan ayah (Istilhag), sumpah ibunya dan/atau alat bukti
lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka
Pengadilan agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut
adalah anak dari ayahnya dimaksud. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup
untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka pengadilan
menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya.?

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Perkawinan jo UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI

serta peraturan lainnya mengenai pencatatan sipil, maka atas dasar penetapan

?! Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
22 Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
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pengadilan agama mengenai asal usul anak, Kantor Catatan Sipil (KCS)
mencatatnya dalam Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang
bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila untuk anak tersebut sebelumnya
telah dikeluarkan akta kelahiran, maka Kantor Catatan Sipil membuat catatan
pada Akta Kelahiran yang tersimpan pada Kantor tersebut, dan juga membuat
catatan pada kutipan akta kelahiran, mengenai asal usul anak yang sebenarnya
berdasarkan penetapan pengadilan agama.?

Putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010 menurut Pak Mashudi bisa
berimplikasi pada penetapan asal-usul anak, yaitu dengan melihat latar
belakang perkawinan pemohon. Apabila latar belakang perkawinan dilakukan
pemohon dilakukan seperti kasus yang terdapat dalam putusan MK, atau
perkawinan sirri/poligami liar. Dan status hukum anak yang dilahirkan di luar
perkawinan sudah dibuktikan hubungan darahnya dengan laki-laki sebagai
ayah biologisnya melalui pembuktian alat teknologi atau alat bukti lain yang
dibenarkan oleh hukum mempunyai hubungan darah antara keduanya. Jika
benar-benar terbukti di persidangan maka akan berlakulah ketentuan baru
pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 seperti yang dikehendaki oleh putusan
MK No 46/PUU-VI11/2010.**

Putusan MK Jika dipahami demikian, berimplikasi pada pola pertama
yakni menetapkan sahnya perkawinan pada hukum agama, sehingga anak
hasil perkawinan sirri (seperti halnya kasus pemohon uji materi), harus
dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan demikian,
pemaknaan secara luas sebagaimana dalam putusan uji materi pasal 43 ayat 1
sehingga berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ada hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, berimplikasi pada
pemahaman pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP. Mengingat ketentuan pasal 2 ayat

% Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
?* Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
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(1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak yang lahir dari
pernikahan sirri sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki
hubungan keperdataan baik dengan ibunya maupun bapaknya.Tentunya
setelah pernikahan kedua orang tuanya mendapat legalitas menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagi warga Negara yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 ayat
(2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan UU
Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7
ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
perkawinan tersebut mesti ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh
Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dapat
diajukan ke pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat
(3) KHI terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya
perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya Akta Nikah;
adanya keraguan tentang sah atau tidanya salah satu syarat perkawinan;
adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Setelah adanya putusan MK
Nomor 46/PUU-VI111/2010 tentang permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka
menurut Pak Mashudi dan pak Nur Hafizal bahwa pengesahan
perkawinan/itsbat nikah dapat juga dilakukan terhadap pernikahan sirri,
dimana pernikahan yang terjadi berdasarkan hukum agama tetapi tidak
tercatat dalam administrasi negara.?®

Menurut Pak Asy’ari®® putusan MK Nomor 46/PUU-VII11/2010 tidak
berimplikasi pada perkara permohonan asal-usul anak. Karena dalam

menetapkan perkara permohonan asal usul anak itu membahas anak sah dan

% Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
%% Asy’ari , Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari, 2018, di PA Semarang.
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anak tidak sah. Dan mempunyai cara sendiri untuk menetapkan asal usul
anak. Salah satunya dengan dengan melihat perkawinan kedua orang tuanya
seperti yang tercantum dalam Kitab Al-Fighul Islamiy wa Adillatuhu jilid 10
halaman 7265 yang menyebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan
sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila ada bukti yang
akurat mengenai sahnya perkawinan. Seperti adanya penghulu, saksi, wali,
tanggal dan tempat pernikahan. Maka anak tersebut bisa memperoleh
pengesahan sebagai anak yang sah dengan syarat pernikahan orang tuanya
diisbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga selain hubungan
perdata yang diperoleh, anak tersebut juga akan mendapatkan hak nasab,
perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologisnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa, terdapat
perbedaan terhadap implikasi putusan MK dalam menetapkan asal-usul anak,
tetapi penulis menilai tidak terlalu terjadi perbedaan yang sangat timpang.
Karena pendapat yang disampaikan oleh pak Mashudi bahwa putusan MK
tersebut berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila kasus yang
diajukan sama seperti yang terdapat dalam kasus Machica Mochtar. Hal
tersebut juga hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak
dalam pengesahan anak, sedangkan Pak Asy’ari tidak memberlakukan
putusan MK sama sekali apabila ada permohonan asal-usul anak. Karena
dalam menetapkan asal-usul anak hanya untuk memberi status apakah anak
tersebut sah atau tidak sah. Yakni dengan melihat melihat perkawinan kedua
orang tuanya. Penulis menilai bahwa pendapat tersebut pada intinya memiliki
subtansi yang sama. Perbedaannya hanya tertelak pada penerapan putusan
MK dalam menetapkan asal-usul anak.

Penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan
perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang
dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dinyatakan sebagai anak yang sah.
Dengan status anak sah, maka anak selain mendapatkan hak dan kewajiban
antara anak dengan ayah dan ibunya juga dapat hubungan nasab, hubungan

mahram, hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan
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hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama
masih  hidup dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak
perempuannya.

Pengakuan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan,
tidak serta merta dapat diperoleh selama belum ada upaya hukum yang dapat
memastikan kebenaran adanya hubungan darah antara anak dengan ayah
biologisnya. Upaya hukum yang dimaksud adalah proses pembuktian di
pengadilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan tehnologi, seperti tes
DNA (deocyribonucleic acid) atau alat bukti lain yang menurut hukum dapat
dibenarkan, misalnya berupa pengakuan. Dengan demikian, maka kasus anak
yang lahir di luar perkawinan berpeluang untuk diproses pengadilan melalui
pengajuan perkara permohonan “asal-usul anak” di pengadilan yang
berwenang. Apabila permohonan dikabulkan pengadilan, maka secara yuridis
hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dapat diperoleh
secara penuh, yaitu hak nafkah, hak biaya pendidikan, hak penasaban kepada
ayah, hak ahli waris, serta hak perwalian nikah jika anak perempuan. Apabila
upaya hukum yang dilakukan (DNA) benar-benar terbukti tetapi latar
belakang perkawinan dilakukan pemohon dilakukan seperti kasus yang
terdapat dalam putusan MK, atau perkawinan sirri/poligami liar, maka akan
berlakulah ketentuan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 seperti yang
dikehendaki oleh putusan MK No 46/PUU-VI111/2010.



BAB IV
ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VI111/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL
ANAK
A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010

Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat bahwa Mahkamah
Konstitusi sebagai institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah
satu wewenang untuk melakukan judicial review (uji materil) undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat
final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada asasnya
putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang
berlaku secara universal, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-V111/2010 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias
Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Igbal Ramadhan bin
Moerdiono.

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal
57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji
materil undang-undang. Oleh karena itu Putusan MK ini berlaku sebagai
undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak
kasuistik.?

Putusan MK ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh

warga negara Indonesia tentang adanya hubungan hukum keperdataan antara

! Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018, di PA Semarang.
? Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

63



64

anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan, yang
menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik
terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami
secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah
tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum
antara kedua belah pihak secara timbal balik®.

Hakim Pengadilan Agama Semarang memandang bahwa anak luar
nikah yang dimaksud dalam putusan MK tersebut adalah anak hasil dari
perkawinan dibawah tangan (sirri), bukan anak zina. Dengan alasan apabila
dirunut dari peristiwa yang melatarbelakangi adanya putusan MK Nomor 46
/PUU-VIII/2010.*

Perkawinan dibawah tangan (sirri) adalah sebuah terminologi untuk
menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut
Hukum Islam, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal
2 UU No 1 tahun 1974). Meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut
agama Islam, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum
negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang
lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum
merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki
hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.”

Suatu pernikahan sirri apabila dilakukan berdasarkan Hukum Islam
secara dengan benar-benar sah dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan
melalui isbat nikah dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan sirri
yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka
pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya

pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap

® Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.

* Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018.

> Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, ....., hal. 126.
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keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Maka anak yang lahir
dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan
hukum negara.®

Kasus posisi dalam putusan MK tersebut apabila dicermati bahwa
almarhum Moerdiono selama hidupnya telah melakukan poligami di bawah
tangan dengan istri keduanya bernama Hj. Aisyah dan dari istri keduanya itu
dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Igbal Ramadhan, setelah
Moerdiono meninggal dunia anak dari istri keduanya ini berkeinginan
melegalisasikan statusnya sebagai bagian dari keluarga almarhum
Moerdiono’, akan tetapi terjegal oleh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Poligami di bawah tangan yang dilakukan Moerdiono dan istrinya
tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi
ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan
perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat
perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami
untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1
Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan
dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang
melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat
dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “secorang
yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,
kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-

Undang ini”.®

® Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018.

” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.

® Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018.
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Status perkawinan poligami tersebut menurut Hukum Islam yang
dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun terdapat larangan
hukum sesuai Pasal 9 UUP tersebut kecuali diizinkan oleh pengadilan, akan
tetapi apabila perkawinan itu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” hal mana
hukum agama bagi orang-orang Islam Indonesia adalah Hukum Islam yang
dimuat pada Pasal 14 KHI tentang rukun-rukun materil perkawinan dan
pasal-pasal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi,
serta tidak ada larangan syara’ untuk melakukan perkawinan haruslah
dianggap sah menurut hukum. Hukum memandang perwakinan poligami
seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam.® Artinya perkawinan poligami ini tidak dapat
dibuktikan kebenarannya secara hukum. Secara otomatis hubungan yang
timbul dari adanya perkawinan tersebut hanya dalam hubungan keperdataan
saja, bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah
biologisnya.

Menanggapi pendapat Hakim di atas, Putusan MK yang menjadi
norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang
adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya
yang dilahirkan di luar perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah
Konstitusi ini tetap diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai
akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah
tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan. Dan
memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara
kedua belah pihak secara timbal balik™®.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang, putusan MK tersebut
tidak hanya diberlakukan hakim sebagai pedoman tetapi semua elemen

masyarakat juga harus mematuhi dan mengikuti karena sifatnya mengikat,

% Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
19| jhat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010.
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tidak ada upaya hukum. Penulis kurang setuju dengan pendapat Hakim
tersebut, karena Putusan MK pada hakikatnya Putusan MK No. 46/PUU-
VI11/2010 hanya bersifat in abstracto bukan in konkrito. Maksudnya adalah
hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau
deklarator bukan bersifat eksekutor tidak mengikat hakim dibawahnya karena
belum diamandemen, dan juga in converto mengikat kepada yang diputuskan
saja.

Hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah
sebatas berkaitan dengan hak-hak keperdataan saja. Seperti atas nafkah, biaya
hidup, pendidikan. Bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan
perwalian dari ayah biologisnya.'! Nafkah dalam ini sesuai dengan Pasal 45
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam.*?

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum yang dimuat pada
putusan MK mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, maka yang wajib
memberikan nafkah terhadap anak tersebut adalah ayahnya dan keluarga
ayahnya. Baik sebagai ayah yang memiliki itakan perkawinan yang sah
dengan ibunya maupun ayah/bapak alami (genetik), kewajiban tersebut
adalah kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Karena anak
dalam hal ini tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap
anak, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti
nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya,
sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali

! Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018. Asy’ari , Wawancara
Hakim PA Semarang,12 Februari, 2018. Nur Hafizal, Wawancara Hakim PA Semarang, 20
Februari 2018.

12 Nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan
pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang
kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, (Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).
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pernikahan.'® Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah
tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan
kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.*

Hubungan nasab adalah hubungan pertalian darah (keturunan). Dan
salah satu fondasi kuat dalam mengikat antar anggota keluarga yang tidak
mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan

kepada manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Furgaan ayat 54:
z P ,/é,/, P L Z s AP .4‘,/,/
129 a8 L5 U8 gamy L0 salamed 18 LT 1 Glo ol 505

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu

Dia jadikan manusia itu (punya) Kketurunan dan

mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.*®

Sebab-sebab penentuan nasab ditinjau dari dua garis:

1) Sebab penentuan nasab seorang anak kepada ibunya adalah
dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil
dari pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, perzinaan, atau
wathi’ Syubhat.16

2) Penentuan nasab anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga
hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan
melalui hubungan senggama karena adanya syubhat.*’

Ulama figh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang
sah, maka nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita yang
melahirkan tersebut.'® Berbeda dengan anak hasil zina, para ulama sepakat
menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab
anak dengan ayahnya, sehingga anak zina tidak bisa dihubungkan nasab

dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih-benih laki-laki

13 pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

4 pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

15 Al-Furgan ayat 54. Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemah, .....hal. 364.

16 Badran Abu al-‘Ainain Badran, Huquq Al-Aulad Fi Al-Syari’ati Allslamiyyah Wa Al-
Qanun, Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami’ah,tt, hal. 7.

Y Wathi’ syubhat adalah hubungan badan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah
atau fasid dan bukan pula dari perzinaan. (Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak, ....., hal. 61).

'8 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 33
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yang menzinai ibunya. Alasannya karena nasab merupakan karunia dan
nikmat, sedangkan perzinaan itu anak itu merupakan tindak pidana yang
sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.*® Maka, anak hasil
zina dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang
melahirkan, sementara pezina harus diberi hukuman. Hal tersebut sesuai

dengan sabda Rasulullah saw.

- Aw

&J:ﬁ&jwﬁj@]:ﬁ&é‘ﬁ\&J@L@.\\L@;&&\w)mbus:
4\_1\(;\ ua\ﬁj‘;a\u.a\é\_m:@\u;\m\d)u)b\MAmdbﬂe)\r—@
ﬁb&t«—tﬂtﬁ‘ﬁwé‘e&%uﬂ ‘émwdwjﬂ‘uﬂ)w
mjmaayhm@x;\})g\ﬁb&}w\ﬁﬂﬂéﬂmhdl}mdus

(LsJA)J‘Y\MaUJ) oJ}uJ.}(JSJIA

Artinya: “Dari Aisyah ra. Bahwsanya ia berkata: “Sa’ad bin Abi Waqqash
bertengkar dengan Abd bin Zam'ah tentang seorang anak lelaki
lalu ia berkata: “Ini wahai Rasulullah adalah anak lelakinya
saudaraku laki-laki Utbah bin Abi Waqgash dia berjanji
kepadaku bahwa ia adalah anaknya, lihat pada kemiripannya”.
Abd bin Zam’ah berkata: “Ini adalah saudara lelaki saya, wahai
Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku dari
ibunya”. Rasulullah lalu melihat pada kemiripannya, beliau
melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah. Beliau lantas
bersabda: “la adalah milikmu hai Abd, anak adalah yang
dihasilkan oleh tempat tidur, sedangkan bagi orang yang zina
tidak mendapatkan (anak). Dan berhijablah kamu darinya hai
Saudah binti Zam’ah”. Aisyah berkata: “Maka ia tidak melihat
Saudah sama sekali”. (HR Jama ah kecuali at-Tirmidzi).%

Hadits di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai
kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak aka
berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah
biologisnya yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya nasab antara
anak dengan ayahnya yaitu tidak wajib dalam hubungan waris, bahkan

seandainya anak yang dilahirkan itu perempuan, ayah kandungnya tidak

' Nurul Irfan, Nasab & Status Anak, ....., hal. 89.
2% Jmam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari , ....., hal.
610-611.
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diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi
wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zinanya.”*

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hubungan nasab
seorang anak dengan ayah biologisnya dapat diakui apabila telah terjadi
pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan
senggama karena adanya syubhat. Dalam hal kewarisan, kaidah umum yang
berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan kualifikasi
orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki
hubungan nasabiyah (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan
kelahiran dari perkawinan yang sah), hubungan zaujiyah (perkawinan) dan
hubungan al-wala (pelepasan status seseorang dari perbudakan).*

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari ayahnya adalah anak
yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu, menurut
penulis yang dimaksud anak dalam hubungan kewarisan adalah anak yang
ditunjuk dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah
dijelaskan tersebut di atas, termasuk di dalamnya anak yang lahir dalam
ikatan perkawinan yang sah dan keabsahannya di akui oleh hukum karena
dilakukan sesuai prosedur hukum, maupun dalam ikatan perkawinan yang
sah tapi keabsahannya tidak diakui oleh hukum karena perkawinannya tidak
memenuhi prosudur hukum, sepanjang keberadaannya tidak ada pihak lain
yang keberatan.

Dengan demikian ketentuan Pasca 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun
1974 yang telah di-review oleh Mahkamah Konstitusi menjadi anak di luar
perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya serta
dengan keluarga ibu dan ayahnya. Hubungan perdata ini dikecualikan dalam
hak kewarisan.

Berkaitan dengan hak perwalian. Eksistensi wali dalam perkawinan
sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam:

2! Nurul Irfan, Nasab & Status Anak, ....., hal. 89.
?2 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, ....., hal. 23.
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1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya.

2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menyatakan
bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali
hakim.?®

Ketentuan tersebut di atas, menurut penulis dapat dipahami bahwa
orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki
hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 UU Nomor 1
Tahun 1974, atau dengan kata lain anak perempuan itu lahir dari seorang
perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang
sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan
hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan
menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan adanya
ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinanya.
Dengan demikian kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan
tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat
hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah
dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu
berada pada wali hakim.

Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1Tahun 1974 yang
telah di-review, menjadi anak di luar perkawinan memiliki hubungan
perdata dengan ibunya dan ayahnya serta dengan keluarga ibu dan ayahnya.
Hubungan perdata dimaksud kecuali dalam hal wali nikah, yang berhak
menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan
adalah wali hakim.

Beberapa uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa pendapat
Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah tepat sekaligus adil dalam

23 pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
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menafsirkan anak luar nikah yang dimaksud dalam putusan MK Nomor
46/PUU-VII1/2010 adalah anak hasil dari perkawinan sirri (poligami
dibawah tangan). Karena melihat dari prosedur perkawinan poligami
tersebut sudah melanggar aturan, maka sudah selayaknya status anak yang
dilahirkan tersebut tidak berakibat pada hubungan nasab, waris dan
perwalian kepada ayah biologisnya melainkan hanya pada hubungan perdata
saja sebatas pemenuhan hak dan kewajiban antara anak dengan ayahnya.
Berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan
anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan
perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai dengan ketentuan
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam. Dan status anak tersebut sebatas status anak
biologis bukan anak sah.

Penulis juga setuju dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama
Semarang bahwa hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan MK
adalah sebatas pemenuhan hak dan kewajiban anak dengan ayah biologisnya
seperti hak nafkah yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Bukan dalam
hak nasab,waris dan perwalian. Karena dalam Hukum Islam sudah sangat
jelas bahwa untuk mendapatkan hak-hak tersebut harus melalui adanya
perkawinan yang benar-benar sah. selain itu, Hukum Islam juga
mempertegas bahwa pada dasarnya anak di luar nikah (anak zina)
selamanya tidak akan mendapatkan nasab, wali dan waris dari ayah

biologisnya.

B. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
V111/2010 terhadap Penetapan Asal-Usul Anak
Putusan nomor 46/PUU-VI11/2010 mempunyai dampak bagi hukum
perkawinan di Indonesia. Dampak yang paling signifikan adalah adanya
hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir bukan dari perkawinan

yang tidak sah dan bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri.
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Hubungan keperdataan tidak harus selalu muncul dari perkawinan, namun
bisa melalui hubungan darah yang dapat dibuktikan dengan teknologi dan
ilmu pengetahuan.

Putusan MK berlaku sebagai undang-undang sehingga bersifat general,
tidak individual, dan tidak kasuistis. Putusan ini digunakan oleh para Hakim
untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertalian dengan asal-usul anak
dengan segala akibat hukumnya. Dengan adanya putusan MK ini, maka:
“setiap anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata baik dengan ibu
dan keluarga ibunya maupun dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, baik ia
lahir dari perkawinan yang sah, perkawinan yang batal, perkawinan yang
syubhat, perkawinan tidak tercatat, ataupun lahir di luar perkawinan”.?*

Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menanggapi implikasi
Putusan MK Nomor 46/PUU-VII1/2010 terhadap penetapan asal-usul
berbeda-beda. Menurut pak Mashudi, salah satu hakim yang penulis
wawancara mengatakan putusan berimplikasi pada penetapan asal-usul anak,
dengan alasan melihat latar belakang perkawinan pemohon. Apabila latar
belakang perkawinan dilakukan pemohon dilakukan seperti kasus yang
terdapat dalam putusan MK, atau perkawinan sirri/poligami liar. Dan status
hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sudah dibuktikan hubungan
darahnya dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya melalui pembuktian alat
teknologi atau alat bukti lain yang dibenarkan oleh hukum mempunyai
hubungan darah antara keduanya. Jika benar-benar terbukti di persidangan
maka akan berlakulah ketentuan baru pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974
seperti yang dikehendaki oleh putusan MK Nomor 46/PUU-VI11/2010.
Namun, hal tersebut bukan dalam perkara mengesahkan anak, hanya dalam
permohonan hak-hak keperdataan saja, bukan hak nasab, waris dan
perwalian.?

Menurut Pak Mashudi juga menambahkan pendapatnya, apabila suatu

pernikahan sirri dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan dapat dibuktikan di

?* Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010
2> Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
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sidang pengadilan, dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan sirri
yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka
pernikahan sirri tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya
pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap
keabsahan anak dari hasil perkawinan sirri tersebut. Maka anak yang lahir
dari pernikahan sirri itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan
hukum negara.?

Pendapat di atas sama halnya dengan pendapat Pak Asy’ari dalam
menentukan asal-usul anak melalui perkawinan sirri, yaitu dengan
dilakukannya isba nikah terlebih dahulu ke pengadilan. Namun, pak Asy’ari
dalam menanggapi putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010 berpendapat tidak
ada implikasi terhadap penetapan asal-usul anak, karena mempunyai arah
yang berbeda. Penetapan asal-usul anak menurut beliau hanya berkaitan
dengan penentuan apakah anak itu sah atau tidak sah. beliau juga
menambahkan pendapatnya bahwa dalam Islam ada aturan sendiri untuk
menentukan nasab.?’

Salah satunya dengan dengan melihat perkawinan kedua orang tuanya
seperti yang tercantum dalam Kitab Al-Fighul Islamiy wa Adillatuhu jilid 10
halaman 7265 yang menyebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan
sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Apabila ada bukti yang
akurat mengenai sahnya perkawinan. Seperti adanya penghulu, saksi, wali,
tanggal dan tempat pernikahan. Maka anak tersebut bisa memperoleh
pengesahan sebagai anak yang sah dengan syarat pernikahan orang tuanya
diisbatkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama, sehingga selain hubungan
perdata yang diperoleh, anak tersebut juga akan mendapatkan hak nasab,
perwalian, nafkah, dan waris dari ayah biologisnya.?

Pada dasarnya, penetapan asal-usul anak dalam perspektif Hukum Islam
memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di

ketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada

%6 Mashudi, Wawancara Hakim PA Semarang, 6 Februari 2018, di PA Semarang.
2" Asy’ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari 2018, di PA Semarang.
%8 Asy’ari, Wawancara Hakim PA Semarang, 12 Februari 2018, di PA Semarang.
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hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan
sejatinya harus manjadi ayahnya, namun Hukum Islam memberikan
ketentuan lain untuk permasalahan ini.?

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukan adanya hubungan
kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang di yakini dalam
figih sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak /i’an
hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dansaudara ibunya,
penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan
merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian
dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunanya,
sebab asal usul yang menyangkut keturunan dan sangat penting untuk
menempuh kehidupan dalam masyarakat.*

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di
luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya
disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya.**

Ulama figh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah,
maka nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita yang melahirkan
tersebut. Dalam Kitab Al-Fighul Islamiy wa Adillatuhu yang dikarang oleh
Wahbah Zuhaili disebutkan pernikahan sah maupun fasid merupakan sebab
untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.*

Penentuan nasab melalui pernikahan yang sah tersebut harus memenuhi
beberapa syarat, yaitu :

1) Suami tersebut merupakan orang yang mampu menghamili istri.
Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suami tersebut
sudah baligh menurut kesepakatan ulama Malikiyah, Syafi’iyah,
Hanabilah dan Hanafiyah.*

2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 276.
% Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengankatan Anak, ....., hal. 175.

31 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 276.
%2 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, ..., hal. 33.

%3 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ..., hal. 1305.



76

2) Kelahiran anak tersebut terjadi setelah enam bulan dari waktu
pernikahan menurut ulama Hanafiyah®*

3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.*®

Sedangkan penentuan nasab dari pernikahan yang fasid, ulama
menetapkan tiga syarat, yaitu:

1) Suami adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk
menjadikanistrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak
mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak hamil.

2) Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan
yang bersangkutan.

3) Anak tersebut dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah akad
nikah fasid. Apabila anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan
dari hari akad maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada
suami wanita tersebut.*

Pembuktian asal-usul anak menurut Undang-Undang Perkawinan dalam

Pasal 55 dan Kompilasi menjelaskannya dalam Pasal 103 isinya sama:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran
atau alat bukti lainnya.

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak
ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar yang ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang
bersangkutan.®’

Pembuktian akta kelahiran tentunya didahului dengan pembuktian
perkawinan yang sah. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan
rukunnya terpenuhi. Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon
mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi

lelaki, dan ijab kabul. Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka

3 Ahmad Husni, Al-Ahkam Al-Syar iyyah, ....., hal. 52.

% Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 33

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ....., hal. 36.
" Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam, ....., hal. 187.
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perkawinan adalah sah, apabila sebaliknya, atau beberapa rukun dari kelima
rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.*® Selanjutnya,
dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan”.*®

Prosedur pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak yang harus
dibuktikan adalah syarat-syarat pengakuan sebagaimana yang telah diuraikan
di atas, bukan benar tidaknya pengakuan itu. Apabila syarat-syarat telah
ditetapkan oleh Hukum Islam sudah terpenuhi, maka sah pengakuan tersebut.
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat
dibenarkan dan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan itu
ditolak.*?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai implikasi putusan
MK Nomor 46/PUU-VI11/2010 meskipun berbeda tetapi penulis menilai
pendapat para hakim tersebut pada intinya memiliki subtansi yang sama
dalam menetapkan asal-usul anak. Karena prosedur yang dilakukan sudah
sesuai baik secara agama maupun negara. Persoalan putusan MK tersebut
dijadikan landasan atau tidak itu merupakan hak prerogratif hakim dalam
memutus perkara. Karena pada dasarnya hakim sifatnya independent, tidak
ada pengaruh dari luar. Penulis juga melihat, pendapat hakim yang
menjadikan putusan MK sebagai landasan tentunya disertai dengan alasan
yang mendasar. Putusan MK tidak dijadikan sebagai cara untuk mengesahkan

anak tetapi untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya saja.

% Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan, ....., hal. 107.
% pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
0 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, ....., hal. 97.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan yang fokus menjadi pembahasan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis kurang setuju dengan pendapat Hakim yang mengatakan bahwa
Putusan MK sifatnya mengikat, karena Putusan MK pada hakikatnya
Putusan MK No. 46/PUU-VI11/2010 hanya bersifat in abstracto bukan in
konkrito. Maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat
maklumat (pengumuman), atau deklarator bukan bersifat eksekutor tidak
mengikat hakim dibawahnya karena belum diamandemen, dan juga in
converto mengikat kepada yang diputuskan saja. Pro dan kontra yang
terjadi di masyarakat terhadap putusan MK tersebut adalah hal yang wajar
terjadi karena mereka mempunyai alasan yang dilandasi dengan argumen
yang jelas, selama masih dalam aturan yang benar. Menurut Hakim PA
Semarang, anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-V111/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri, bukan
anak zina (tanpa perkawinan), karena melihat kasus yang melatarbelakangi
adanya putusan MK bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan sah tetapi
tidak dicatatkan. Kedua, hubungan perdata yang dimaksud adalah sebatas
pemenuhan hak dan kewajiban seperti nafkah, biaya hidup, pendidikan,
bukan untuk mendapatkan hak nasab, waris dan perwalian dari ayah
biologisnya.

2. Hakim Pengadilan Agama Semarang berpendapat tentang implikasi
putusan MK Nomor 46/PUU-VI111/2010 berbeda. Putusan MK dapat
berimplikasi pada penetapan asal-usul anak apabila kasus yang diajukan
sama seperti yang terdapat dalam kasus Machica Mochtar, tetapi, hal
tersebut hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan anak saja, tidak
dalam pengesahan anak. Sedangkan putusan MK tidak diberlakukan

apabila ada permohonan asal-usul anak. Karena dalam menetapkan asal-
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usul anak hanya untuk memberi status apakah anak tersebut sah atau tidak
sah. Meskipun berbeda dalam penerapannya tetapi pendapat para Hakim
tersebut pada intinya memiliki subtansi yang sama dalam menetapkan
asal-usul anak. Karena prosedur yang dilakukan sudah sesuai aturan baik
secara agama maupun negara. Persoalan putusan MK tersebut dijadikan
landasan atau tidak itu hak prerogatif hakim dalam memutus perkara.
Karena pada dasarnya hakim sifatnya independent, tidak ada pengaruh dari

luar.

B. Saran-saran
Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan
saran-saran :

1. Seluruh masyarakat Indonesia, agar lebih mematuhi peraturan-peraturan
yang sudah ditetapkan, baik peraturan agama maupun negara. Jangan
melakukan perbuatan tercela demi melegalkan hukum, sehingga
kesejahteraan dalam hidup dapat terwujud.

2. Memahami betul bahwa putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010 tentang status anak luar nikah tidak boleh dijadikan sebagai cara
dalam pengesahan anak, tetapi dijadikan sebagai payung hukum untuk
melindungi hak-hak anak, karena pada dasarnya anak-anak tersebut
mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Penutup
Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa kajian tentang putusan MK
Nomor 46/PUU-VI11/2010. Dengan menjadikan Hukum Islam dan Hukum
Positif sebagai pedoman dalam menanggapi pendapat Hakim Pengadilan
Agama Semarang. Semoga skripsi ini menambah pengetahuan dan wawasan

bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.
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10.

11.

PEDOMAN WAWANCARA

Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Semarang?

Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?

Apa landasan hukum yang digunakan bapak dalam memutus suatu perkara
di persidangan?

Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga tinggi negara dalam menguji undang-undang, salah
satunya dalam uji materiil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.
Apakah putusan tersebut berkedudukan sebagai yurisprudensi yang
memang harus diikuti/tidak?

Apakah dalam menetapkan suatu perkara permohonan asal usul anak,
bapak selalu mempertimbangkan putusan MK tersebut sebagai pedoman?
Bagaimana pendapat bapak tentang pro dan kontra putusan MK nomor
46/PUU-V111/2010?

Apakah bapak setuju terhadap putusan MK tersebut? Jika iya/tidak,
berikan alasannya.

Apa makna “anak luar kawin” dalam putusan MK tersebut?

Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam putusan tersebut?
Bagaimana implikasi putusan MK tersebut terhadap permohonan asal usul
anak?

Apakah perlu putusan MK tersebut direfisi, melihat adanya pro dan kontra

yang ada?
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Hasil wawancara dengan Hakim., Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.

Pertanyaan

Jawaban

Apa  jabatan Bapak di Pengadilan  Agama
Semarang?

Hakim

Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim?

19 tahun.

Apa landasan hukum yang digunakan bapak
dalam memutus suatu perkara di persidangan?

UU No.l Thn. 1974, UU No.7 Thn
1989 yang diamandemen UU No. 3
Thn 2006, UU No. 50 Thn 2009,
KHI, dan KHES.

nomor 46/PUU-VIII/2010? Ditambah dengan

adanya pro-kontra mengenai putusan tersebut?

4. | Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan | Mahkamah Konstitusi sebagal
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi | institusi kekuasaan kehakiman  di
negara dalam menguji undang-undang, salah | Indonesia memiliki salah  satu
satunya dalam uji materiil Undang-undang | wewenang untuk melakukan judicial
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | review (uji materil) undang-undang
ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU- | terhadap ~Undang-Undang Dasar
VII1/2010. Apakah  putusan  tersebut | Negara Republik Indonesia tahun
berkedudukan  sebagai  yurisprudensi yang | 1945 (UUD 1945). Putusan yang
memang harus diikuti/tidak? dihasilkan oleh Mahkamah

Konstitusi  bersifat final, tidak
memiliki upaya hukum untuk
ditinjau kembali. Pada asasnya
putusan  hakim  tidak  boleh
didiskusikan apalagi  disalahkan.
inilah asas yang berlaku secara
universal. Dan putusannya tidak
hanya dijadikan pedoman oleh para
Hakim  tetapi pedoman  bagi
masyarakat.

5. | Apakah dalam menetapkan suatu perkara | Dengan melihat latar belakang
permohonan asal usul anak, bapak selalu Eerkawman r ESndhon Apabllzf

asus yang dimohonkan sama seperti
mempertimbangkan putusan MK tersebut | kasus yang diajukan oleh Machica
: Mochtar, maka melihat kepada
sebagai pedoman? putusan MK tersebut. Apabila tidak
ada kaitannya putusan tersebut tidak
dipakai. Karena dalam menetapkan
perkara permohonan asal usul anak

hakim mempunyai cara sendiri.

6. | Bagaimana pendapat bapak tentang putusan MK | Pro dan kontra yang terjadi sah-sah

saja dan harus dihargai karena
mercka mempunyai alasan  yang
dilandasi  dengan argumen yang
jelas.

akah bapak setuju terhadap putusan MK
but? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Setuju, dengan alasan  untuk
melindungi  hak-hak  konstitusional

anak saja. Seperti hak mendapatkan
nafkah, pendidikan dsb.

Kurang setuju, dengan alasan untuk




berhati-hati dalam masalah menjaga
nasab, perwalian. Dan juga putusan
tersecbut dapat menumbuh suburkan
perkawinan dibawah tangan. Karena
merugikan anak, dan istri sah apabila
tidak ada izin poligami.

8. | Apa makna “anak luar kawin™ dalam putusan
MK tersebut?

Anak  yang  dihasilkan  dari
perkawinan sirri bukan anak hasil

perzinaan.

9. | Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam
putusan tersebut?

Hak nafkah, pembiayaan sckolah,
pakaian dll. Bukan hak nasab, waris
dan perwalian. Karena di dalam
putusan tersebut menetapkan sebagai
anak biologis, bukan anak sah.

10. | Bagaimana implikasi putusan MK tersebut
terhadap permohonan asal usul anak?

Berimplikasi apabila  kasus yang
dimohonkan sama seperti kasus yang
diajukan oleh Machica Mochtar.
Karena dalam memutus perkara
permohonan asal usul anak melihat
terlebih  dahulu latar  belakang
perkawinan si pemohon.

11. | Apakah putusan tersebut sudah efektif bilamana
ada permohonan asal-usul anak?

Efektif. Apabila memang kasus yang
dimohonkan sama seperti kasus yang
diajukan oleh Machica Mochtar.

12. | Apakah perlu putusan MK tersebut direfisi,
melihat adanya pro dan kontra yang ada?

Tidak perlu direfisi. Karena putusan
MK sifatnya final. Yang perlu
direvisi adalah  kesadaran dari
masyarakat agar tidak melakukan
nikah sirri karena nikah sekarang di
KUA gratis. tidak melakukan zina
(kumpul kebo) dan jenis hubungan
yang dilarang oleh agama maupun
negara.

Semarang, 6 Fébruari 2018

NIP.




Hasil Wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Asy'ari, M.H.

Pertanyaan Jawaban

I. | Apa jabatan Bapak di Pengadilan Agama | Hakim
Semarang?

2. | Berapa tahun bapak menjadi scorang Hakim? Kurang lebih 26 tahun.

3. | Apa landasan hukum yang digunakan bapak | Al-Quran, AlHadits, pendapat para
dalam memutus suatu perkara di persidangan? ulama, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, KHI, dan
yurisprudensi.

4. | Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan | Mahkamah  Konstitusi  sebagai
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi | institusi kekuasaan kehakiman di
negara dalam menguji undang-undang, salah | Indonesia memiliki salah satu
satunya dalam wuji materiil Undang-undang | wewenang untuk melakukan judicial
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | review (uji materil) undang-undang
ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU- | terhadap Undang-Undang Dasar
VII/2010. Apakah putusan tersebut | Negara Republik Indonesia tahun
berkedudukan sebagai yurisprudensi yang | 1945 (UUD 1945). Putusan yang
memang harus diikuti/tidak? dihasilkan oleh Mahkamah

Konstitusi  bersifat final, tidak
memiliki  upaya hukum untuk
ditinjau kembali. Pada asasnya
putusan  hakim  tidak  boleh
didiskusikan apalagi  disalahkan,
inilah asas yang berlaku secara
universal. Dan putusannya tidak
hanya dijadikan pedoman oleh para
Hakim  tetapi pedoman  bagi
masyarakat.

5. | Apakah dalam menetapkan suatu perkara | Tidak pernah. Karena dalam

menetapkan perkara permohonan

anak, bapak selalu
MK

permohonan asal usul

mempertimbangkan  putusan tersebut

sebagai pedoman?

Il

asal usul anak itu membahas anak
sah dan anak tidak sah. Dan saya
mempunyai cara sendiri  untuk
menetapkan asal usul anak.

Yakni dengan melihat perkawinan
kedua orang tuanya. Apabila ada

bukti yang akurat mengenai
sahnya  perkawinan.  Seperti
adanya penghulu, saksi, wali,

tanggal dan tempat pernikahan.
Maka  anak  tersebut  bisa
memperoleh pengesahan sebagai
anak yang sah dengan syarat
pernikahan orang tuanya




o

diisbatkan  terlebih  dahulu  di
Pengadilan ~ Agama,  schingga
selain  hubungan perdata yang
diperoleh, anak tersebut juga akan
mendapatkan hak nasab,
perwalian, natkah, dan waris dari
ayah biologisnya.

Bila perkawinan kedua orang
tuanya tidak dapat dibuktikan
dengan kuat, maka anak tersebut
dinyatakan sebagai anak tidak sah
(anak zina), sehingga dia hanya
memperoleh hubungan perdata,
hubungan nasab, natkah dan waris
dengan ibu dan keluarga ibunya
saja. sesuai pasal UU Nomor I
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagaimana pendapat bapak tentang pro dan

kontra putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010?

Pro dan kontra yang terjadi sah-sah
saja dan harus dihargai karena
mereka mempunyai alasan yang
dilandasi dengan argumen yang
jelas. Karena setiap ada putusan
pasti  muncul  beberapa  sudut
pandang.

Apakah bapak setuju terhadap putusan MK
tersebut? Jika iya/tidak, berikan alasannya.

Kurang setuju, dengan alasan
untuk berhati-hati dalam masalah
menjaga nasab. Karena nasab
adalah karunia yang diberikan
oleh Allah dan harus benar-benar
dijaga kemurniannya. Selain itu
juga untuk menjaga keabsahan
pernikahan menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif. Karena
pernikahan harus dilakukan secara
sah menurut agama dan negara.
Jadi tidak ada celah untuk
seseorang untuk mudah
melakukan nikah sirri, perbuatan
zina, dan kumpul kebo.

Lebih satuju dengan Fatwa MUI
tentang status anak diluar nikah,
yang mana bagi pelaku dikenai
hukuman yaitu membiayai biaya
hidup anaknya. Namun selamanya
anak tersebut tidak mendapatkan
hak nasab, waris dan perwalian




dari ayah biologisnya.

(oe]

Apa makna “anak luar kawin™ dalam putusan
MK tersebut?

Anak  yang  dihasilkan  dari
perkawinan sirri bukan anak hasil
perzinaan.

O

Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam
putusan tersebut?

Sebatas  pemenuhan  hak  dan
kewajiban antara orang tua dan anak
saja. Seperti hak nafkah, pembiayaan
sekolah, biaya hidup. Bukan hak
nasab, waris dan perwalian.

Bagaimana implikasi putusan MK tersebut
terhadap permohonan asal usul anak?

Tidak ada implikasinya. Karena
permohonan asal usul anak hanya
untuk menetapkan anak sah dan anak
tidak sah.

11.

Apakah perlu putusan MK tersebut direfisi,
melihat adanya pro dan kontra yang ada?

Tidak perlu direfisi. Yang perlu
direvisi adalah kesadaran dari
masyarakat agar tidak melakukan
nikah sirri, melakukan zina (kumpul
kebo) dan jenis hubungan yang
dilarang oleh agama maupun negara.

Semarang, 12 Februari 2018

Ttd,
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Hasil Wawancara dengan Hakim. Bapak Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

tersebut? Jika iya/tidak. berikan alasannya.

Pertanyaan Jawaban

l. | Apa jabatan Bapak di Pengadilan Agama | Hakim
Semarang?

2. | Berapa tahun bapak menjadi seorang Hakim? 23 tahun.

3. | Apa landasan hukum yang digunakan bapak | Dasar hukum untuk pengadilan
dalam memutus suatu perkara di persidangan? agama.

4. | Bagaimana pendapat bapak tentang kedudukan | Mahkamah  Konstitusi sebagai
Mahkamah Konstitusi scbagai lembaga tinggi | institusi kekuasaan kehakiman di
negara dalam menguji undang-undang, salah | Indonesia memiliki salah  satu
satunya dalam uji materiil Undang-undang | wewenang untuk melakukan judicial
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | review (uji materil) undang-undang
ditetapkannya putusan MK nomor 46/PUU- terhadap Undang-Undang Dasar
VIII/2010. Apakah putusan tersebut | Negara Republik Indonesia tahun
berkedudukan sebagai  yurisprudensi yang | 1945 (UUD 1945). Putusan yang
memang harus ditkuti/tidak? dihasilkan oleh Mahkamah

Konstitusi  bersifat final, tidak
memiliki  upaya hukum untuk
ditinjau  kembali. Pada asasnya
putusan  hakim  tidak  boleh
didiskusikan apalagi  disalahkan,
inilah asas yang berlaku secara
universal. Dan putusannya tidak
hanya dijadikan pedoman oleh para
Hakim  tetapi pedoman  bagi
masyarakat.

5. | Apakah dalam menetapkan suatu perkara | Belum pernah ada kasus.
permohonan asal usul anak. bapak selalu
mempertimbangkan putusan MK tersebut
sebagai pedoman?

6. | Bagaimana pendapai bapak tentang putusan MK | Pro dan kontra yang terjadi sah-sah

: sajadan harus dihargai karena
/ -VII/2010? gan g2
nomor 46/PUU-VIII2010? Ditambah deng mereka mempunyai alasan yang
adanya pro-kontra mengenai putusan tersebut? dilandasi dengan argumen yang
jelas.
7. | Apakah bapak setuju terhadap putusan MK Setuju, dengan alasan untuk masa

depan anak. Karena sejatinya anak
yang dilahirkan dalam perkawinan
sirri - menurut  pandangan Islam
tidak discbut anak zina. Sechingga




nasab, waris dan perwalian bisa
dinasabkan kepada ayah
biologisnya. Dalam kasus ini
diperlukan adanya pengajuan isbat
nikah ke Pengadilan Agama.
Kurang setuju, dengan alasan
putusan tersebut akan menumbuh
suburkan perkawinan sirri, zina,
dan kumpul kebo.

8. | Apa yang dimaksud Hubungan perdata dalam
putusan tersebut?

Hak nafkah dalam pembiayaan
sekolah, makan, pakaian dll. Bukan
hak nasab, waris dan perwalian.

9. | Bagaimana implikasi putusan MK tersebut
terhadap permohonan asal usul anak?

Belum pernah ada kasus.

10. | Apakah putusan tersebut sudah efektif bilamana
ada permohonan asal-usul anak?

11. | Apakah perlu putusan MK tersebut direfisi,
melihat adanya pro dan kontra yang ada?

Tidak perlu direfisi. Yang perlu
direvisi adalah kesadaran dari
masyarakat agar tidak meiakukan
nikah sirri karena nikah sekarang di
KUA gratis. tidak melakukan zina
(kumpul kebo) dan jenis hubungan
yang dilarang oleh agama maupun
negara.

Semarang, 20 Februari 2018

L B
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